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ABSTRAK 
Oky Syhab Sarawan Ramadan, 2019: Layanan Konseling Dalam Proses 
Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Jember. 
 
Mediasi perceraian sebagai salah satu cara yang digunakan oleh Pengadilan 
Agama untuk menekan tingkat perceraian. Tingginya tingkat perceraian yang ada 
menjadi faktor muculnya proses mediasi perceraian dengan tujuan mendamaikan 
para pihak agar tidak bercerai melalui pihak ketiga (mediator).  
Setiap tahun tingkat perceraian yang ada di Jember semakin meningkat, 
sehingga menjadi masalah yang sulit diatasi dengan cara musyawarah keluarga. 
Oleh sebab itu diadakan proses mediasi, supaya dapat membantu menemukan 
kesimpulan dari suatu permasalahan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini 
yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan layanan konseling dalam proses mediasi 
perceraian di Pengadilan Agama Jember? 2) Bagaimana efektivitas layanan 
konseling dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Jember?. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pelaksanaan layanan konseling 
dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Jember 2) bagaimana 
efektivitas layanan konseling dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan 
Agama Jember. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field 
Research), yaitu penelitian yang berusaha mengumpulkan data dan informasi 
permasalahan di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif 
deskriptif dengan menggunakan teknik (purposive sampling) sebagai pengambilan 
sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah 3 orang mediator, suami, istri,  dan 
staf yang berkaitan dengan mediasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini 
menggunakan miles dan huberman. Penelitian ini menggunakan trianggulasi 
sumber dan trianggulasi data. 
Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan yakni: 1) proses mediasi 
perceraian memiliki tiga tahapan yaitu pra mediasi, proses mediasi, dan akhir 
mediasi (pengambilan kesimpulan) 2) layanan konseling dalam proses mediasi 
perceraian di Pengadilan Agama Jember kurang efektif dikarenakan perkara yang 
tidak menemukan kesepakatan lebih banyak daripada perkara yang menemukan 
kesepakatan untuk berdamai. Asas konseling berhubungan dengan kode etik 
mediator, sehingga terdapat layanan konseling dalam proses mediasi perceraian di 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pernikahan merupakan hal yang sakral dan bernilai ibadah serta 
dianjurkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadits. Allah berfirman Q.S An-Nur: 
32: 
ِإْن َيُكْونـُْوا فـَُقرآَء يـُْغِنِهُم اهللُ   َوأَْنِكُحْوا اْْلَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّـــِلْيِحْْيَ ِمْن ِعَبادُِكْم َوِاَمآِئُكْم  
  ِسٌع َعَلْيِه اِمْن َفْضِلِه  َواهللُ وَ 
Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara 
kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 
sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang 
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka 





Ayat diatas diperkuat dengan hadits Rasulullah SAW yang 
diriwayatkan oleh Bukhori Muslim: 
يَا َمْعَشَر  : َوَسلَّمْ  َعَلْيهِ  اهللِ  َصلىَرِضَي اهللُ َعْنُه قَاَل لََنا َرُسْوُل اهلِل  ْن َعْبِد اهلِل ْبِن َمْسُعْود  عَ 
 لِْلَفرِْج, َوَمْن َلَْ  َوَأْحَصنُ ,  لِْلَبَصرِ  َيتَـَزوَّْج, فَِإنَُّه َأْغض  اْلَباَءَة فـَلْ  َباِب! َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكمُ الشَّ 
.: فَِإنَُّه َلُه ِوَجاٌء((  ُمتـََّفٌق َعَلْيهِ  َيْسَتِطْع فـََعَلْيِه بِالصَّْومِ     
Artinya: Dari Abdullah bin Mas’ud R.A berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda kepada kami,’wahai generasi muda, barang siapa diantara 
kamu telah mampu berkeluarga hendaknya dia menikah, karena ia 
dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang 
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Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-
Quran dan Al-Hadits sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan 
naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang 
islami.
3
 Pernikahan adalah anugrah terindah dan sekaligus sebuah amanah 
besar, karena disitulah ada proses saling menjaga hati antara suami dan istri. 
Segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang yang sudah menikah merupakan 
sebuah ibadah, kecuali perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.
4
 
Pernikahan memiliki tujuan yakni keluarga sakinah, mawaddah wa 
rahmah. Hidup bahagia, rezeki lancar dan masih banyak yang lainnya  juga 
menjadi tujuan tambahan dalam pernikahan. Tujuan tersebut sesuai dengan 
penjelasan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum: 21, Allah SWT berfirman: 
                            
                    
 
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya 
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 
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 Ahmad Junaidi, Pernikahan Hybrid Studi Tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasional di 
Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),  29. 
4
 Helda Purwaningsih, Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang 
Bandar Lampung (Studi Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung 
Karang Labuhan Ratu Bandar Lampung) (Lampung: IAIN Raden Imtan, 2017), 4. 
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Walaupun sejatinya realita yang terjadi dalam rumah tangga tidak 
semuanya berjalan sesuai harapan. Pasti terjadi sebuah gesekan dan konflik 
sehingga menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan 
setiap pasangan memiliki karakter yang berbeda sehingga perbedaan 
pandangan dan pendapat mungkin terjadi dalam rumah tangga. 
Puncak dari gesekan dan konflik ini bisa berujung dengan perceraian. 
Perceraian dalam bahasa Arab dikenal sebagai talak, Al-Jaziry mendefinisikan 
talak sebagai menghilangkan ikatan pernikahan atau menghilangnya ikatan 
dengan menggunakan kata-kata tertentu.
6
 Jadi perceraian merupakan putusnya 
hubungan kedua belah pihak antara suami dan istri, sehingga status suami dan 
istri mereka berakhir. Namun perceraian tidaklah menghentikan status mereka 




Realita perceraian yang terjadi di daerah Kabupaten Jember sering 
terjadi, bahkan dapat peringkat nomor dua pada tahun 2015 di Provinsi Jawa 
Timur. Pada tahun 2015 jumlah pasangan yang mengajukan carai talak 
berjumlah 1734 dan gugat carai berjumlah 4081 perkara. Kemudian di tahun 
2016 berkurang menjadi 1610 perkara cerai talak dan 4031 perkara gugat 
cerai.  Tercatat ada 1666 kasus cerai talak dan 4232 gugat cerai yang ditangani 
oleh Pengadilan Agama Jember pada tahun 2017 kemarin. Tercatat 1745 cerai 
talak dan 4581 gugat cerai pada tahun 2018 dan 3471 perkara gugat cerai pada 
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Menurut  Anwar  ada 3 faktor yang mempengaruhi pasangan suami isrti 
bercerai, antara lain yakni ekonomi, saling cemburu antar pasangan suami 
istri, dan perselisihan yang berkepanjangan.
9
 Hal ini dilatar belakangi oleh 
usia pasangan suami istri yang dibawah umur. Jika angka perceraian yang 
tercatat di Pengadilan Agama Jember sudah sekian banyak, lantas bagaimana 
pasangan suami istri yang bercerai tanpa sepengetahuan Pengadilan Agama. 
Kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Jember menjadi urutan 
kedua setelah Kabupaten Malang. Hal ini menjadi pelajaran bagi pemerintah 
Kabupaten Jember untuk menangani permasalahan tentang perceraian. 
Terutama bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Jember yang wajib menjadi 
pelopor pemberian bimbingan perkawinan dan Pengadilan Agama Jember 
sebagai upaya preventif mencegah perceraian. 
Pengadilan Agama Jember memiliki sebuah layanan konseling dalam 
proses mediasi perceraian yang berguna untuk meminimalisir tingkat 
perceraian. Layanan konseling biasa dikenal dengan istilah penyuluhan atau 
mediasi dalam Pengadilan Agama.
10
 Arti konseling itu sendiri adalah proses 
hubungan antar pribadi dimana orang yang satu membantu yang lainnya untuk 
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meningkatkan pemahaman dan kecakapan menemukan masalahnya.
11
 Jadi 
bisa disimpulkan bahwa konseling merupakan proses membantu yang 
dilakukan orang satu kepada orang lainnya untuk meningkatkan pemahaman 
dan kecakapan menyelesaikan suatu permasalahannya. 
Pengadilan Agama menganggap proses konseling sebagai proses 
mediasi yang dilakukan oleh mediator. Mediator adalah istilah dari konselor 
dalam dunia konseling. Mediator adalah perantara (penghubung, penengah) 
dalam proses mediasi.
12
 PERMA Nomor 1 tahun 2016 disebutkan pengertian 
mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan 
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
13
 
Layanan konseling dalam proses mediasi ini bertujuan untuk membantu 
menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pasangan suami dan istri.
14
 
Sehingga menimbulkan manfaat yakni mediasi memberikan kesempatan 
kepada suami dan istri untuk berpartisipasi secara langsung dan secara 
informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka. 
15
 
Namun faktanya masih banyak pasangan suami dan isrti yang 
mengajukan gugatan perceraian. Gugatan tersebut berujung dengan 
terpisahnya sebuah ikatan suami dan istri atau sering disebut dengan 
perceraian.  
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Penyebab terjadinya perceraian karena suatu konflik yang 
berkepanjangan sehingga perlu proses mediasi konseling. Faktor dalam 
konflik yang banyak terjadi di masyarakat yaitu ekonomi, perselingkuhan, dan 
perselisihan yang berkepanjangan. Usia dibawah umur juga merupakan faktor 
yang sangat berpengaruh dalam menjaga hubungan pernikahan. Kedewasaan 
diri sangat diperlukan dalam hubungan suami istri. Dari pemaparan di atas 
peneliti tertarik untuk meneliti LAYANAN KONSELING DALAM PROSES 
MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER. 
 
B. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian adalah perumusan masalah dalam penelitian kualitatif. 
Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari 
jawabannya melalui proses penelitian.
16
 Pada penelitian ini terbatas pada 
layanan konseling dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama 
Jember. Berdasarkan pada pembatasan tersebut maka fokus penelitian ini 
adalah: 
1. Bagaimana pelaksanaan layanan konseling dalam proses mediasi 
perceraian di Pengadilan Agama Jember? 
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan layanan konseling dalam proses 
mediasi perceraian di Pengadilan Agama Jember? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju 
dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada 
masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.
17
 Berdasarkan fokus 
penelitian yang telah peneliti rumuskan sebelumnya, maka penelitian ini 
bertujuan untuk: 
1. Mendeskripsikan pelaksanaan layanan konseling dalam proses mediasi 
perceraian di Pengadilan Agama Jember. 
2. Mendeskripsikan efektifitas pelaksanaan layanan konseling dalam 
proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Jember. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian berisi tentang konstribusi apa yang akan diberikan 
setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang 
teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan 
masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.
18
 
Adapun manfaat penelitian mengenai layanan konseling dalam proses 
mediasi perceraian di Pengadilan Agama Jember yaitu: 
1. Manfaat teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi konstribusi pemikiran 
dalam memperkaya dan memperluas ilmu pengetahuan, khususnya dalam 
bidang bimbingan dan konseling Islam. Selain itu, diharapkan penelitian 
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ini juga bermanfaat untuk memberikan informasi bagaimana layanan 
konseling dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Jember. 
2. Manfaat praktis 
a. Bagi peneliti 
Penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan 
baru bagi peneliti dalam mengembangakan skill konselingnya 
diproses mediasi perceraian. Selain itu dapat menambah wawasan dan 
strategi baru dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh 
konseli. 
b. Bagi Instansi atau IAIN Jember 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran atau 
refrensi bagi para pembaca khususnya bagi mahasiswa IAIN Jember. 
Sebuah refrensi baru bagi mahasiswa yang tertarik mengenai hal 
layanan konseling dalam proses mediasi perceraian. 
c. Bagi Masyarakat 
Manfaat bagi masyarakat yakni sebagai bahan bacaan dan 
dijadikan pengetahuan baru. Supaya mereka mengetahui tentang 
layanan konseling dalam proses mediasi perceraian. 
 
E. Definisi Istilah 
Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 
menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak 






 Adapun istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti 
yaitu: 
1. Layanan Konseling 
Layanan adalah perihal atau cara melayani.
20
 Layanan dapat 
diartikan sebagai sebuah kegiatan yang didalamnya mengandung unsur 
membantu, menemani, dan mengayomi. Sedangkan konseling berasal 
dari kata Counsel yang diambil dari bahasa latin Counselium, yang 
artinya bersama atau berbicara bersama.
21
 
Konseling biasanya dikenal dengan penyuluhan, yang secara  
awam dimaknakan sebagai  pemberian penerangan, informasi, atau 
nasihat kepada pihak lain.
22
 Konseling dalam bahasa Arab disebut 
dengan Al-Irsyad. Al-Khuli mendefinisikannya sebagai berikut: 
هِ تِ َل كِ شْ مُ  لِ ى حَ لَ عَ  دَ رْ الفَ  دُ اعِ سَ يُ  سِ فْ نَـ  هُ يْ جِ وْ تَـ  ادُ شَ رْ إِ   
Artinya: “Irsyad yakni sebagai bimbingan, pengarahan konselor 





Konseling adalah proses hubungan antar pribadi dimana orang 
yang satu membantu yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan 
kecakapan menemukan masalahnya.
24
 Menurut Namora konseling 
merupakan sebuah proses membantu yang dilakukan oleh konselor 
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kepada konseli yang memiliki sifat percaya, kesukarelaan, dan 
rahasia.
25
 Jadi dapat disimpulkan bahwa konseling dalam penelitian ini 
dapat dikatakan sebagai konseling khusus. Konseling tersebut 
diharapkan mampu membantu menyelesaikan masalah-masalah yang 
timbul dalam keluarga. 
26
 Adapun layanan konseling yang dimaksud 
dalam penelitian ini adalah suatu hubungan antara konselor dan konseli 
untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari konseli. 
2. Mediasi 
Mediasi sangat erat kaitannya dengan media yang berasal dari 
kata “Medium” yang berarti perantara. Mediasi dalam literatur Islam 
sama dengan  “wasilah” yang juga berarti perantara.
27
 Mediasi juga 
dapat diartikan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa 
melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan kedua 
belah pihak dibantu oleh mediator/hakim.
28
 Jadi arti mediasi itu sendiri 
yakni proses penyelesaian suatu konflik dengan melalui perantara. 
Mediasi hampir sama dengan proses konseling keluarga dalam ilmu 
bimbingan dan konsling. 
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Oleh sebab itu mediasi dalam penelitian ini diartikan sebagai 
proses penyelesaian suatu permasalahan atau konflik satu orang dengan 
orang lainnya melalui seorang perantara. 
3. Perceraian 
Perceraian menurut bahasa Arab adalah Thalaq atau Itlaq yang 
artinya lepas dari ikatan, berpisah menceraikan, pembebasan.
29
 
Perceraian merupakan putusnya sebuah ikatan antara seorang laki-laki 
dan perempuan yang telah menjadi suami istri. Hal ini sangat 
menyakitkan bagi kedua belah pihak, namun demikian perceraian bias 
jadi pilihan terbaik yang bias membukakan jalan terbaik bagi kehidupan 
yang membahagaiakan.
30
 Perceraian merupakan jalan terakhir yang 
dapat diambil oleh suami istri jika tidak ada upaya lain demi 
menghindari bahaya yang lebih besar.
31
 
Perceraian dalam penelitian ini bisa disimpulkan sebagai dua 
orang yang ingin berpisah dari suatu hubungan yang mengikatnya 
(pernikahan). 
4. Pengadilan Agama 
Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) adalah pengadilan tingkat 
pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan 
Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota. 
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Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.
32
 Pengadilan 
Agama memiliki tugas sebagai bagian dari badan pelaksanaan 
kekuasaan kehakiman.Sedangkan Pengadilan Agama Jember bertugas 
menerima, memeriksa dan memutus perkara tertentu bagi orang-orang 
yang beragama Islam di Kabupaten Jember di bidang perkawinan, 
kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.
33
 
Pengadilan Agama dalam penelitian ini adalah sebagai lambaga 
bagi masyarakat yang ingin mengkonsultasikan permasalahan keluarga. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang 
dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, dengan format tulisan 
deskriptif.
34
 Dalam penelitian ini, berikut sistematika pembahasan yang 
diuraikan: 
Bab I. Pendahuluan 
Bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika 
pembahasan. 
Bab II. Kajian Kepustakan 
Bagian ini mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat 
kaitannya dengan masalah yang diteliti. 
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Bab III. Metode Penelitian  
Membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi 
penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis 
data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian. 
Bab IV. Hasil Penelitian  
Berisi penyajian data dan analisis, pada bab ini dijelaskan tentang 
gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan 
temuan. 
Bab V. Kesimpulan dan Saran 
Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah 









A. Penelitian Terdahulu 
1. Helda Purwaningsih 2017. Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, 
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan  Bimbingan dan 
Konseling Islam. Judul Mediasi Perceraian Di Pengadialan Agama Kelas 
1A Tanjung Karang Bandar Lampung. Penelitian ini memfokuskan tahap, 
variasi, dan metode mediasi perceraian. Hasil dari penelitian yang penulis 
lakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang yakni mediasi 
bukanlah sekedar formalitas dalam proses perceraian. Tetapi  dalam proses 
mediasi hakim mediator bersungguh-sungguh mengupayakan pihak yang 
bersengketa baik suami atau istri yang ingin bercerai.   
2. Agung Supra Wijaya 2017. Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu, 
Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Judul Efektifitas Mediasi Dalam 
Pencegahan Perceraian Di Pengadialan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu. 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa mediasi 
tetap dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu dengan 
mengikuti acuan dari PERMA No 01 Tahun 2008 yang belum efektif 
walaupun ada yang berhasil tapi masih rendah. Budaya masyarakat 






serta hanya ada 6 (enam) hakim yang mengikuti pelatihan mediasi 
diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI. 
3. Masuhartono dan Apriliana 2017. Mahasiswa UIN Sulthan Thaha 
Syaifudin Jambi. Judul Efektifitas  Peran Mediator dalam Mencegah 
Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi). Peneliti  
menemukan kesimpulan dalam penelitiannya di  Pengadialan Agama 
Kelas 1A Jambi. Menurut peneliti fungsi konselor belum berjalan sesuai 
dengan  teori-teori yang ada di bimbingan dan konseling, mereka hanya 
menjalankan sesuai peraturan Mahkamah Agung. 
Tabel .1 
Penelitian Terdahulu 











































































































































B. Kajian Teori 
1. Layanan Konseling 
a. Konseling 
Konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu (consillium) yang 
berarti (dengan atau bersama) yang dirangkai dengan (menerima dan 
memahami). Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling 
berasal dari (sellan) yang berarti (menyerahkan atau menyampaikan).
35
 
Menurut Pepinsky dan Pepinsky, dalam Sherter dan Stone  
mendefinisaikan konseling sebagai berikut: 
1. Konseling merupakan proses interaksi antara dua orang individu 
atau lebih, masing-masing disebut dengan konselor dan konseli. 
2. Dilakukan dalam suasana profesional. 
3. Berfungsi dan bertujuan sebagai alat (wadah) untuk memudahkan 
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Bernand dan Fullmer  mengemukakan bahwa konseling adalah: 
1. Konseling meliputi hubungan antarindividu untuk mengungkapkan 
kebutuhan, motivasi, dan potensi. 
2. Konseling bertujuan agar individu yang dibimbing mampu 
mengapresiasi kebutuhan, motivasi, dan potensi-potensinya.
37
 
Jadi pada intinya konseling adalah proses interaksi antara dua 
orang atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 
konseli. Pemandu konseling disebut dengan konselor sedangkan yang 
dikonseling disebut dengan konseli.  
b. Tujuan Layanan Konseling 
Tujuan konseling secara umum dibagi menjadi empat, berikut 
penjelasannya: 
1. Membantu mengembalikan kualitas kepribadian individu yang 
dikonseling.  
2. Membantu mengembangkan kualitas kesehatan mental konseli. 
3. Membantu mengembangkan perilaku-perilaku yang lebih efektif 
pada diri individu dan lingkungannya. 
4. Membantu konseli menanggulangi problem hidup dan 
kehidupannya secara mandiri. 
M Hamdan Bakran Ad Dzaky, merinci tujuan konseling dalam 
Islam sebagai berikut: 
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1. Menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan 
kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak, dan damai 
(muthmainnahi), bersikap lapang dada (radhiyah), dan 
mendapatkan pencerahan taufid dan hidayah-Nya (mardhiyah). 
2. Menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan tingkah 
laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, 
lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau madrasah, 
lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial, dan alam sekitarnya. 
3. Menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga 
muncul dan berkembang rasa toleransi (tasammukh), 
keistimewaan, tolong menolong, dan rasa kasih sayang. 
4. Menghasilkan kecerdasan spritual pada individu sehingga muncul 
dan berkembang keinginan untuk berbuat taat kepada-Nya, 
ketulusan mematuhi segala perintah-Nya, serta ketabahan 
menerima ujian-Nya. 
5. Menghasilkan potensi Ilahiyah, sehinggga dengan potensi itu 
individu dapat melakukan tugas-tugasnya sebagai khalifah dengan 
baik dan benar, dapat dengan baik menanggulangi berbagai 
persoalan hidup, dan dapat memberikan kemanfaatan serta 
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c. Asas-asas Konseling 
Asas Asas konseling dibagi menjadi 12, asas tersebut yakni: asas 
kerahasaiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, 
kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih 
tangan kasus dan tut wuri handayani. Berikut penjelasan dari ke 12 
asas konseling diatas: 
1. Asas Kerahasiaan 
Proses konseling didalamnya menceritakan mengenai 
masalah-masalah yang dialami oleh konseli. Jadi konselor tidak 
boleh menceritakan atau membuka masalah yang telah konseli 
ceritakan. Sebab hal ini bersifat sangat rahasia, jika disebarkan 
maka akan berakibat fatal bagi konseli. 
2. Asas Kesukarelaan 
Proses konseling harus berlangsung dengan suka rela, baik 
dari pihak konselor ataupun konseli. Konseli diharpakan suka rela 
tanpa ragu menceritakan permasalahan-permasalahan yang 
dialaminya. Suatu proses konseling akan berjalan lancar disaat 
kedua belah pihak mejalankan asas suka rela. 
3. Asas Keterbukaan 
Keterbukaan dalam proses konseling sangat diperlukan 
konselor dan konseli. Keterbukaan disini bukan hanya menerima 
saran-saran saja, melainkan kedua belah pihak bersedia membuka 




4. Asas Kekinian 
Penyelesaian masalah pada proses konseling bukan diambil 
dari cerita masa lalu atau masa yang akan datang. Namun 
penyelesaian yang harus dipecahkan diutamakan terbaru. Konselor 
juga diwajibkan lebih mendahulukan kepentingan konseli, sebab 
pemberian bantuan pada konseli menjadi prioritas utama. 
5. Asas Kemandirian 
Pelayanan konseling diberikan dengan tujuan mampu 
membuat konseli berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada orang 
lain. Adapun ciri-ciri  mandiri sebagai berikut: 
a. Mengenal diri sendiri dan lingkungan sebagaimana adanya. 
b. Menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan 
dinamis. 
c. Mengambil keputusan untuk diri sendiri. 
d. Mengarahkan diri sesuai dengan keputusan itu, dan 
e. Mewujudkan diri secara optimal sesuai dengan potensi, minat 
dan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. 
Ciri-ciri umum diatas sebagai acuan untuk konseli setelah 
melaksanakan proses konseling. 
6. Asas Kegiatan 
Usaha konseling tidak akan berhasil jika konseli tidak 
melakukan sendiri kegiatan untuk mencapat kualitas hidup yang 




untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang 
dimilikinya. 
7. Asas Kedinamisan 
Pelayanan konseling diupayakan berdampak positif bagi 
konseli. Karena proses konseling ini bertujuan untuk memberi 
perubahan bagi diri konseli, seperti perubahan tingkah laku, 
mampu mengambil keputusan, mampu bersosial dengan baik dan 
sebagainya. 
8. Asas Keterpaduan 
Layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai 
aspek individu yang dibimbing. Sebagaimana diketahui individu 
yang dibimbing itu memiliki berbagai segi kalau adanya tidak 
saling serasi dan terpadu justru akan menimbulkan masalah. 
9. Asas Kenormatifan 
Konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma 
yang berlaku, seperti norma agama, norma adat, norma 
hukum/negara, norma ilmu, maupun norma-norma di masyarakat 
lainnya. 
10. Asas Keahlian 
Proses konseling diperlukan asas keahlian secara teratur dan 
sistematik dengan menggunakan prosedur, teknik dan alat 
(instrumentasi bimbingan dan konseling) yang memadai. Asas 




konselor sangat diprioritaskan untuk ahli dalam bidang konseling 
itu sendiri. 
11. Asas Alih Tangan 
Pemberian layanan konseling memang tak selamanya 
berhasil, ada beberapa penyebab terganggunya proses konseling 
(kurang cocoknya konseli kepada konselornya, kondisi konselor 
yang kurang baik sehingga mengganggu proses layanan konseling, 
dan lain sebagainya). Sehingga asas alih tangan diperlukan pada 
layanan konseling. Konseli berpindah kepada konselor yang lebih 
sesuai dan mampu membantu menyelesaikan permasalahnnya. 
12. Tut Wuri Handayani 
Asas ini menunjuk kepada suasana umum yang hendakanya 
tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara konselor dan 
konseli. Asas ini menuntut agar layanan konseling tidak hanya 
dirasakan pada saat konseli memiliki masalah, namun agar konseli 




d. Fungsi Konseling 
Konseling memiliki empat fungsi yang berhubungan dengan 
keberlangsungan prosesnya, seperti fungsi pemahaman, fungsi 
pencegahan, fungsi pengentasan, dan pemeliharaan dan pengembangan 
berikut penjelasannnya: 
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1. Fungsi pemahaman 
Fungsi pemahaman ditujukan kepada konseli supaya konseli 
paham terkait siapa dirinya, apa tujuan dirinya, apa masalah-
masalah yang dialaminya. Fungsi ini sebagai dasar untuk konseli 
mampu memahami dirinya lebih dalam dari sebelumnya, agar 
lebih mudah untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. 
2. Fungsi Pencegahan 
Upaya yang dimiliki oleh layanan konseling yakni 
pencegahan. Sebuah pepatah mengatakan “Mencegah lebih baik 
daripada mengobati”, hal ini sangat cocok dengan fungsi 
pencegahan pada layanan konseling. Jadi pencegahan diperlukan 
dalam layanan konseling untuk mengantisipasi sesuatu 
permasalahan yang besar. 
3. Fungsi Pengentasan 
Fungsi pengentasan sangat mirip dengan konsep orang yang 
menderita demam harus dibawa ke dokter untuk diperiksa dan 
kemudian diberi resep obat supaya pasien sembuh. Sedangakan 
konseli yang memiliki suatu permasalahan pergi kepada konselor 
guna melaksanakan proses layanan konseling. Tujuannya yakni 







4. Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan 
Fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang 
baik pada diri individu, baik hal itu merupakan pembawaan 
maupun hasil dari perkembangan yang telah dicapai selama ini.  
Pemeliharaan disini bukan hanya menjaga sesuatu agar tetap utuh 




e. Tahap-tahap layanan konseling 
Layanan konseling memiliki tahapan-tahapan dalam proses 
pelaksanaannya. Tahapan yang harus silakukan oleh konselor yakni 
pertama membangun hubungan, kedua pengidentifikasian dan 
pengeksplorasian problem, merencanakan pemecahan problem, dan 
pengaplikasian solusi dan penutupan konseling. 
1. Membangun Hubungan 
2. Pengidentifikasian dan Pengeksploran Problem 
3. Merencanakan Pemecahan Problem 
4. Pengaplikasian Solusi dan Penutupan Konseling.41 
f. Teori Konseling Humanistik 
Manusia adalah makhluk yang unik, mampu bertindak sesuai 
dengan keinginannya sendiri. Manusia seutuhnya itu mampu 
menciptakan dan menperoleh kesengan dan kebahagiaannya melalui 
pengalaman-pengalaman hidup.  Menurut Maslow, manusia yang 
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berfungsi secara ideal ialah mereka yang mengembangkan seluruh 
kemampuan dan potensinya.
42
 Berbicara mengenai manusia yang 
bebas memilih dalam bertindak, bertanggung jawab atas dirinya sendiri 
dan mentoleransi keberadaan orang lain. Hal ini merupakan sifat asli 
manusia sebagai makhluk sosial. 
Humanisme memandang manusia memiliki di dalam dirinya 
potensi untuk berkembang sehat dan kreatif, dan jika orang  mampu 
meminta pertanggung jawaban untuk dirinya sendiri dia akan 
memahami potensinya. Teori humanism dipelopori oleh Abraham 
Maslow. Maslow menyusun teorinya menjadi lima susunan piramida 
kebutuhan dasar. 
Kebutuhan dasar tersebut terdiri dari kebutuhan fisiologi, 
kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa cinta, kebutuhan harga diri, dan 
kebutuhan aktualisasi diri. Berikut penjelasannya: 
1. Kebutuhan Fisiologi 
Kebutuhan fisiologi bersifar homeostatic (usaha menjaga 
keseimbangan unsur-unsur fisik) seperti makan, minum, gula, 
garam, protein serta kebutuhan istirahat dan seks. Pemuasan 
kebutuhan fisiologi perlu untuk dipenuhi, jika tidak dipenuhi maka 
akan berakibat pada kerusakan organ fisik. Misalnya seseorang 
yang lapar dia akan makan, jika tidak makan dia akan mati. 
2. Kebutuhan Rasa Aman 
                                                          
42





Setelah kebutuhan fisiologi terpenuhi maka selanjutnya 
kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman telah terbentuk sejak 
bayi yang berbentuk seperti berteriak dan menangis. Sedangkan 
kebutuhan rasa aman pada masa dewasa bisa terletak pada 
kebutuhan pekerjaan dan gaji yang mantap, praktek beragama dan 
keyakinan, dan terlindungi oleh Negara. 
3. Kebutuhan Rasa Cinta 
Sesudah kebutuhan fisiologi dan rasa aman relative 
terpuaskan makan selanjutnya kebutuhan rasa cinta. Seseorang 
sangat peka terhadap kesendirian dia akan butuh perhatian orang 
lain. Kebutuhan perhatian serta rasa kasih sayang inilah yang 
membuat seseorang dapat terus hidup bahagia seumur hidup.  
Ada dua jenis cinta menurut Maslow yakni Deficiency atau 
D-Love dan Being atau B-Love. Kebutuhan cinta karena 
kekurangan itulah D-Love, bisa dijelaskan bahwa cinta yang lebih 
mementingkan diri sendiri. Kenyamanan dan kebahagiaan untuk 
diri sendiri. Sedangkan B-Love didasarkan pada penilaian terhadap 
orang lain, maksudnya yaitu diri sendiri menerima orang lain tanpa 
pamrih.  
4. Kebutuhan Harga Diri 
Kepuasan terhadap harga diri mampu menimbulkan perasaan 
dan sikap percaya diri, diri berharga, diri mampu, dan perasaan 




tentang diri sendiri. Seseorang tidak akan mampu menghadapi 
tantangan hidup sebelum dia mengenali dirinya terlebih dahulu. 
Mendapat penghargaan dari orang lain yakni seseorang 
membutuhkan pengetahuan bahwa dirinya dikenal baik dan dinilai 
baik oleh orang lain. 
5. Kebutuhan Aktualisasi Diri 
Setelah keempat kebutuhan diatas terpenuhi selanjutnya 
adalah kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan 
keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, 
untuk menyadari sejauh mana kemampuan dirinya.
43
 
Teori konseling humanistik berbicara mengenai kemampuan 
manusia dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri, sehingga 
konselor hanya membantu mengarahkan konselinya. Keputusan 
untuk menyelesaikan masalah ada ditangan konseli tanpa ada 
campur tangan seorang konselor. 
g. Konseling Keluarga dan Konseling Perkawinan 
1. Konseling Keluarga 
Keluarga memiliki arti Ibu dan bapak beserta anaknya.
44
 
Menurut Pujosuwarno, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan 
hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis 
yang hidup bersama antara seorang laki-laki atau seorang perempuan 
                                                          
43
 Alwisol, Psikologi Kepribadian, (Malang: UMM Press, 2009), 201. 
44
 44https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/keluarga.html. (Diakses di Jember, pada hari 




yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak-anak baik anaknya sendiri 
atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.
45
 
Keluarga adalah komunitas terkecil dalam masyarakat yang terdiri 
dari manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya 
kehidupan, sesuai dengan tabiat dan naluri manusia, yaitu memandang 
sesuatu dengan matanya, menyikapi sesuatu dengan jalan hukum, 




Ketiga pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa 
keluarga adalah unit terkecil dalam suatu sistem masyarakat yang 
terdiri dari ayah, ibu dan anak. 
Suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak tidak 
lepas dengan adanya permasalahan. Masalah ekonomi, perbedaan 
pendapat, perbedaan watak/karakter, perselingkuhan bahkan 
kesalahpahaman dan ikut campurnya orang tua dalam hubungan 
keluarga. Menurut Willis, Konseling keluarga adalah upaya bantuan 
yang diberi- kan kepada individu anggota keluarga melalui sistem 
keluarga (pembenah- an sistem komunikasi keluarga) agar potensinya 
berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar 
kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan 
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kecintaan dan kerelaan terhadap keluarga.
47
 Penanganan untuk 
keluarga supaya fungsi keluarga menjadi lebih optimal. Sehingga 
emosi, iri dan dengki dapat dikurangi untuk memberikan kontribusi 
positif dan pemahaman  yang  mendalam  akan  hakekat  gangguan  
tersebut. 
Konseling keluarga memiliki tujuan sebagai pemberian bantuan 
kepada keluarga untuk menyelesaikan suatu permasalahannya. 
Model Pendekatan konseling keluarga menggunakan teori CCT 
(Client-Centered-Therapy). Teori ini merupakan sebuah terapi yang 
bersifat non-directive yakni suatu metode perawatan psikis yang 
dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dengan konseli, agar 
tercipta gambaran serasi dengan kenyataan konseli yang sebenarnya.
48
 
Tahapan konseling keluarga menggunakan teori CCT (Client-
Centered-Therapy) adalah sebagai berikut: 
a. Pengembangan Report  
Hubungan konseling pada tahap awal seharusnya diupayakan 
pengembangan repport merupakan suasana hubungan konseling 
yangakrab, jujur, saling percaya, sehingga menimbulkan keterbukaan 
diri konseling. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan cara, kontak 
mata, prilaku non-verbal (senyum, sedih, terbuka, tertutup dan lain 
sebagainya), dan bahasa lisan/verbal (menyapa dengan lisan yang 
halus, tersenyum dan ramah).  
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b. Pengembangan Apresiasi Emosional 
Anggota keluarga yang sedang melakukan konseling keluarga 
dan semua struktur keluarga terlibat, maka disinilah akan terjadi 
interaksi yang dinamik diantara mereka. Tahap ini merupakan sebuah 
interaksi emosional antara struktur keluarga. 
c. Pengembangan Alternatif Modus Perilaku 
Pembangunan alternatif prilaku dapat diartikan seperti solusi 
baru atau sebuah metode baru yang digunakan untuk menemukan 
penyelesaian masalah. 
d. Fase Membina Hubungan Konseling 
Fase ini amat penting dalam proses konseling, dan 
keberhasilan konseling ditentukan pada proses ini. Pada fase ini harus 
terjadi tahap awal dan tahap berikutnya dari konseling yang ditandai 
dengan adanya repport sebagai kunci lancarnya hubungan konseling. 
e. Memperlancar Tindakan Positif 
Secara garis besar tahapan konseling dapat dibagi menjadi tiga 
bagian, yaitu: 1) tahap awal konseling, 2) tahap pelaksanaan 
konseling yaitu dimulainya penjelajahan terhadap konseli, dan 3) 
tahap perencanaan dan penutupan.
49
 
2. Konseling Perkawinan 
Perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesi diambil 
dari kata kawin yang memiliki arti membentuk keluarga dengan 
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lawan jenis, bersuami atau beristri.
50
 Kawin  menurut  arti  asli  
adalah  hubungan  seksual  tetapi menurut arti majazi (mathaporic) 
atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal 
hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan 
seorang wanita.
51 
Secara lebih luas, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang 
pria dan seorang wanita sebagai suami istri  dengan tujuan 
membentuk keluarga  (rumah  tangga)   yang  bahagia  dan  kekal  
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
52 
Berdasarkan pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa  
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan isrti 
dan berfungsi mengikat suatu hubungan pernikahan. 
Adapun tujuan perkawinan menurut pengertian diatas yakni 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan juga 
dijelaskan dalam Q.S Ar-Rum: 21, yang berisi tentang suatu 
ketenangan batin dan kasih sayang. 
Konseling perkawinan menurut Klemer adalah proses 
konseling yang diselenggarakan sebagai metode pendidikan, 
metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu 
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pasangan suami istri yang menikah untuk memecahkan masalah 
dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik.
53 
Konseling perkawinan akan membantu pasangan suami istri 
dalam  memahami   diri,  membuat  keputusan,   dan   
memecahkan masalah dalam hubungan pasangan suami istri  
tersebut.
54  Adanya konseling perkawinan diharapkan agar dapat 
meminimalisir atau meniadakan   hal-hal   yang   tidak   
diinginkan   dalam   kehidupan. 
Adapun  tujuan  konseling  perkawinan  menurut  Huff  dan 
Miller yaitu: 
a. Meningkatkan  kesadaran  terhadap  dirinya  dan  dapat  
saling empati antara suami istri. 
b. Meningkatkan   kesadaran   tentang   kekuatan   dan   
potensinya masing-masing. 
c. Meningkatkan saling membuka diri. 
d. Meningkatkan hubungan yang lebih intim. 
e. Mengembangkan ketrampilan komunikasi, pemecahan 
masalah, dan mengelola konfliknya.
55
 
f. Proses konseling perkawinan ada bebera langkah 
yang dapat dilakukan.  
Langkah-langkah konseling perkawinan menurut 
Capuzzi dan Gross yaitu: 
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a. Persiapan, tahap yang dilakukan klien menghubungi konselor. 
b. Tahap keterlibatan, yaitu tahap keterlibatan bersama klien. 
Pada tahap ini konselor mulai menerima klien secara isyarat 
(nonverbal) maupun secara verbal, merefleksi perasaan 
melakukan klarifikasi dan sebagainya. 
c. Tahap  menyatakan  masalah,  yaitu  menetapkan  masalah  
yang dihadapi oleh pasangan. Oleh karena itu, harus jelas apa 
masalahnya, apa indikasinya, apa yang telah terjadi dan 
sebagainya. 
d. Tahap interaksi, yaitu konselor menetapkan pola interaksi 
untuk penyelesaian masalah. Pada tahap ini anggota keluarga 
mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memahami 
masalahnya dan konselor dapat melatih anggota keluarga itu 
berinteraksi  dengan  cara-cara  yang  dapat  diikuti  (misalnya 
pelan, sederhana, detail, dan jelas) dalam kehidupan mereka. 
e. Tahap  konferensi,  yaitu  tahap  untuk  meramalkan  
keakuratan hepotesis dan memformulasi langkah-langkah 
pemecahan. Pada tahap  ini  konselor  mendesain  langsung  
atau  memberi  tugas rumah untuk melakukan atau menerapkan 
pengubahan ketidak berfungsinya perkawinan. 
f. Tahap   penentuan   tujuan,   tahap   yang   dicapai   klien   
telah mencapai perilaku yang normal, telah memperbaiki cara 




keluarga lebih hangat atau harmonis. 
g. Tahap   akhir   dan   penutup,   merupakan   kegiatan   




a. Mediasi  
Mediasi berasal dari kata “medium” yang berarti perantara. 
Istilah mediasi dalam literature Islam yakni “wasilah” yang juga berarti 
perantara. Menurut Prayitno layanan mediasi merupakan layanan 
konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih 
yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan.
57
 
PERMA Nomor 1 tahun 2016 disebutkan pengertian mediasi 
adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 
memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator.
58
 
Pemberian bantuan untuk menengasi suatu permsalahan yang terjadi 
diantara kedua belah pihak atau lebih juga disebut dengan mediasi. 
b. Tujuan Mediasi 
Layanan mediasi memiliki tujuan agar tercapainya  kondisi 
hubungan yang positif dan kondusif diantara para konseli atau pihak-
pihak yang bertikai atau bermusuhan. Tujuan mediasi secara khusus 
                                                          
56
 Ibid., 228. 
57
 Helda Purwaningsih, Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang 
Bandar Lampung (Studi Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung 
Karang Labuhan Ratu Bandar Lampung) (Lampung: IAIN Raden Imtan, 2017), 24. 
58
 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 




yakni agar terjadinya suatu perubahan dari keadaan yang negatif 
(saling bermusuhan) menjadi keadaan yang positif (damai). 
c. Mediator 
Sebagai “kambing hitam”, mediator harus siap menjadi pihak 
yang dipersalahkan apabila orang- orang yang dimediasi tidak merasa 
sepenuhnya puas terhadap prasyarat- prasyarat dalam 
kesepakatan.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 
menyebutkan fungsi mediator yaitu
59
: 
1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada pihak 
untuk saling memperkenalkan diri. 
2. Menjelaskan maksud,tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak. 
3. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak 
mengambil keputusan. 
4. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak. 
5. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan 
satu pihak tanpa menghadirkan pihak yang lainnya (kaukus). 
6. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak. 
7. Mengisi formulir jadwal mediasi.  
8. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan 
permasalahan dan usulan perdamaian. 
9. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan 
berdasarkan skala prioritas. 
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10. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk: 1). Menelusuri dan 
menggali kepentingan para pihak, 2) mencari berbagai pilihan 
penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan, 3) bekerja sama 
mencapai penyelesaian. 
11. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan 
kesepakatan perdamaian. 
12. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan atau tidak 
dapat dilaksanakanya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara. 
13. Menyatakan salah satu pihak atau para pihak tidak beriktikad baik 
dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara. 
14. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya. 
d. Beberapa Variasi Penerapan Mediasi 
Mediasi ditetapkan atau digunakan dalam beragai bentuk. 
Berikut beberapa variasi penerapan mediasi, yaitu : 
1. Mediasi Sukarela dan Mediasi Wajib 
Dibanyak negara, pada mulanya penggunaan mediasi sebagai 
salah satu cara penyelesaian sengketa didasarkan pada pilihan 
sukarela para pihak. Pilihan sukarela artinya para pihak secara 
sukarela atas dasar kesepakatan mereka memang menginginkan 
penyelesaian dengan cara mediasi. Dengan kata lain, pilihan para 
pihak untuk menempuh mediasi tidak berdasarkan perintah atau 
kewajiban Undang- Undang. Akan tetapi, pada perkembanganya 




diwajibkan atas dasar perintah ketentuan undang- undang. Jadi di 
Indonesia, mediasi wajib hanya untuk perkara yang telah diajukan 
kepengadilan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pengertian mediasi 
waib hanya untuk menempuhnya bukan wajib menghasilkan 
kesepakatan. Para pihak tidak boleh diwajibkan atau dipaksa untuk 
menghasilkan kesepakatan karena hal itu bertentangan dengan 
prinsip dasar mediasi, yaitu otonomi para pihak. 
2. Mediator yang Dipilih atau Mediator yang Ditunjuk 
Pada dasarnya seorang mediator merupakan hasil pilihan dari 
para pihak sesuai dengan prinsip otonomi para pihak karena salah 
satu prasyarat agar mediator dapat menjalankan perannya dengan 
baik sehingga kehadirannya dalam proses mediasi memang 
diterima dan disetujui oleh para pihak. Penggunaan mediator yang 
dipilih sangat lazim dalam konteks mediasi sukarela. Akan tetapi, 
penggunaan mediasi telah berkembang dari yang semula bersifat 
sukarela dan kemudian ada yang bersifat diwajibkan berdasarkan 
perintah norma hukum, maka dikenal pula mediator yang ditunjuk 
di Indonesia mediator yang ditunjuk dapat ditemukan dalam 
konteks peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008. Dalam 







3. Mediator Bukan Profesional atau Mediator Profesional 
Pengertian profesional disini adalah merujuk pada seseorang 
yang memiliki keahlian tertentu, menggunakan keahliannya itu 
sebagai pekerjaanya, dengan meminta upah atau honor dari orang 
lain yang memanfaatkan keahliannya. Dalam konteks ini, kita juga 
dapat menemukan kedua jenis pembedaan ini, yaitu mediator 
profesional dan tidak profesional. Mediator profesional 
menjalankan fungsi mediator untuk kepentingan para pihak yang 
bersengketa dengan menerima upah atau honor dari para pihak 
yang bersengketa. Mediator bukan profesional menjalankan fungsi 
mediator dengan tidak menerima upah atau honor dari para pihak 
yang bersengketa. Dalam konteks masyarakat tradisional atau 
masyarakat adat, mediator diperankan oleh kepala desa, kepala 
suku, fungsionaris, adat, atau tokoh agama. Mediator tipe ini tidak 
memungut bayaran atau honor dari para pihak dalam melakukan 
fungsi sebagai mediator, tetapi fungsi itu dilaksanakan lebih 
sebagai tugas dan tanggung jawab sosial sesuai dengan perannya 
sebagai pimpinan dalam masyarakatnya.  
4. Mediasi Evaluatif dan Mediasi Fasilitatif  
Kedua model ini terkait dengan praktik mediasi yang 
dijalankan oleh hakim dalam sistem peradilan dijepang yang 
disebut Wakai. Model evaluatif juga disebut dengan model yang 




model yang terpusat pada negosiasi. Dari kedua model ini lahir 
pula model ketiga, yaitu gabungan dari model pertama (terpusat 
pada opini hakim) dan model kedua (terpusat kepada negosiasi). 
Para pihak dalam model ini tetap memiliki hak untuk menerima 
atau menolak usulan- usulan penyelesaian oleh hakim. Kelemahan 
dari model yang terpusat pada opini hakim adalah, bahwa usulan 
penyelesaian oleh hakim tidak terlepas dari opini atau penilaian 
hakim atas sengketa itu sekiranya perkara itu diputus oleh hakim. 
Disisi lain, model ini memperlemah otonomi para pihak karena 
para pihak mungkin merasa tertekan atas usulan-usulan 
penyelesaian dari hakim karena jika dia menolak dan 
mengakibatkan kegagalan wakai , maka perkara juga akan diputus 
dan bunyi putusan mungkin sama atau tidak akan terlalu jauh dari 
usulan hakim pada waktu proses wakai. Para pihak boleh jadi 
merasa tidak nyaman dan bebas untuk menolak usulan- usulan 
hakim dalam wakai yang terpusat pada opini hakim. 
Model fasilitatif yang berpusat pada negosiasi, peran hakim 
sebagai pihak ketiga adalah mendorong dialog antara para pihak 
agar pembicaraan dua arah dapat tetap berlangsung. Dalam model 
ini para pihak yang berperan aktif dalam mencari dan membahas 
usulan-usulan penyelesaian, sedangkan hakim hanya bertindak 
sebagai fasilitator saja. Karena kedua model mengadung 




Wakai di jepang kedua model ini digabungkan (Marger). Dalam 
model gabungan ini, proses dialog para pihak dibangun untuk 
mencari usulan- usulan penyelesaian dan membahas usulan- usulan 
itu, tetapi hakim sebagai mediator juga dapat memberikan penilaian 
atau pendapat atas usulan- usulan penyelesaian agar penyelesaian 




a. Perceraian  
Perceraian dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 
memiliki arti putus hubungan sebagai suami istri; talak.
61
 Menurut 
bahasa Arab cerai adalah talak, talak berarti melepas tali dan 
membebaskan. Misalnya, naqah thaliq (unta yang terlepas tanpa 
diikat). Menurut syara‟, melepas tali nikah dengan lafal talak atau 
sesamanya.
62
 Perceraian dalam arti lain yakni sudah putus hubungan 
antara suami dan isrti dalam ikatan tali perkawinan. 
Perceraian boleh dalam hukum Islam, namun dilarang oleh Allah 
SWT. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. Seperti berikut: 
 أَبْ َغَض اْلَََْلِل ِعْنَد اهلِل الطَََّلْق  )رواه ابوداود ابن ماجو واْلاكم(
Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai” 
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b. Macam-macam Perceraian (talak) 
Perceraian (talak) ada dua macam, yaitu talak sunnah dan talak 
bid‟ah atau talak sunni dan talak bid‟i. Berikut penjelasannya: 
1. Talak Sunnah yaitu talak yang terjadi dengan mengikuti perintah 
syara‟. Talak sunnah adalah suami yang menceraikan istri telah 
berhubungan dengan istri dengan satu kali talak. Istri dalam 
keadaan suci dan ia tidak menyentuhnya. 
2. Talak Bid‟I adalah talak yang berbeda dengan yang disyariatkan, 
seakan-akan ia menceraikannya tiga kali dalam satu kata, atau ia 
menceraikannya tiga kali berbeda-beda pada satu tempat. Seakan-
akan ia berkata: “engkau aku cerai, engkau aku cerai, engkau aku 
cerai.” Atau juga menceraikan waktu haidh dan nifas, atau dalam 
waktu suci namun telah berhubungan dengannya. 
Talak dilihat dari segi kembalinya dan bagiannya terbagi 
menjadi dua hal, yaitu raj‟I dan ba‟in. 
a. Talak Raj‟i adalah talak yang diperbolehkan bagi laki-laki 
untuk kembali pada istrinya sebelum masa iddah dengan tanpa 
mahar baru dan akad baru. Talak ini tidak menjadi jelas untuk 
istri seketika tetapi setelah berakhirnya „iddah. Jadi seorang 
isrti masih bernaung dalam lindungan suaminya hingga habis 
masa „iddah. 
b. Talak Ba‟in adalah talak yang memutuskan, yaitu suami tidak 




diceraikannya dalam masa „iddah-nya. Talak ba‟in ada dua 
macam, yaitu talak ba‟in shughra dan talak ba‟in qubra. 
Talak ba‟in shugrha (kecil) yaitu talak bagi laki-laki tidak 
boleh kembali pada perempuan yang diceraikannya kecuali 
dengan mahar dan akad baru “pada saat-saat „iddahnya atau 
selesai masa „iddah-nya. Talak ba‟in qubra (besar) yaitu talak 
yang tidak boleh bagi laki-laki setelahnya untuk kembali kepada 
istrinya, kecuali jika setelah menikah dengan laki-laki lainnya 
dengan pernikahan yang benar untuk melaksanakan tujuan 
pernikahan. 
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian 
Faktor merupakan sebuah latar belakang terjadinya sesuatu, 
begitupun latar belakang sebuah perceraian. Banyak sekali faktor-
faktor yang mempengarui perceraian itu terjadi, antara lain sebagai 
berikut: 
1. Ekonomi 
Suatu hubungan pernikahan menginginkan kehidupan yang 
bahagia, berkecukupan, dan sejahtera. Keinginan ini telah 
dijelaskan pada UU No. 1 Tahun 1974 yang berisikan tentang 
kehidupan yang bahagia dan kekal.
64
 Perjalanan hidup memiliki 
bebannya masing-masing, begitu juga pernikahan. Tidak semua 
keinginan dapat berjalan sesuai dengan rencana, namun beberapa 
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bisa tidak tepat sasaran.  Nafkah menjadi salah satu hal yang 
penting dalam kehidupan berumah tangga. Pentingnya ekonomi 
dalam keluarga perlu diperhatikan oleh anggota keluarga. 
Khususnya untuk seorang suami yang memiliki peran sebagai 
kepala rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga yang bail, 
memegang tanggung jawab penuh terhadap istri dan anak-anaknya 
itu penting. Oleh karena itu posisi suami sebagai pemegang 
tanggung jawab mencari nafkah tidak dapat disepelekan. Faktor 
ekonomi adalah masalah nafkah keluarga yang kurang terpenuhi.  
2. Pendidikan 
Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun 
rumah tangganya. Keutuhan dalam menjaga hubungan didasari 
karena rasa sayang yang dimiliki oleh setiap pasangan. 
Kemampuan membina rumah tangga pasti dimiliki oleh setiap 
orang. Cara membina hubungan setiap keluarga memiliki 
perbedaan-perbedaan. Hal itu disebabkan oleh tingkat pendidikan 
keluarga tersebut.  
Tinggi dan rendahnya pendidikan seseorang menjadikan seni 
membina rumah tangga jadi berbeda. Faktor rendahnya tingkat 
pendidikan merupakan faktor yang memungkinkan menimbulkan 
perceraian. Karena tingkat pendidikan yang rendah bisa berdampak 
pada perekonimian keluarga. Lulusan Sekolah Menengah Atas 




perkerjaan dengan pendapatan yang terbilang cukup sesuai upah 
minimum rakyat (UMR). Sedangkan dengan pendidikan yang 
hanya SD ataupun SMP belum tentu dapat bersaing dengan 
kerasnya dunia pekerjaan di masa ini.  
3. Usia 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa adanya hak anak 
merupakan dari Hak Asasi Manusia konkrit. Undang-undang 
Nomor 39 Tahun 1999 pasal 58 ayat 1 mengatakan setiap anak 
berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk 
kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan 
pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau 




Peneliti melihat fenomena yang terjadi di masyarakat desa 
maupun kota. Beberapa dari mereka kurang memahami makna dari 
perlindungan anak. Perkawinan dibawah umur merupakan 
kekerasan seksual pada anak, anak dituntut untuk menikah di 
bawah umur. Usia minimum pasangan yang menikah diatur oleh 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi 
perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 
19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 
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16 (enam belas) tahun.
66
 Kematangan usia erat kaitannya dengan 
kedewasaan seseorang dalam mengatasi suatu masalah. Ketika 
usianya sudah cukup dan dianggap matang, maka bisa dikatakan 
siap untuk menikah dengan syarat memenuhi usia yang ditentukan.  
Menikah dibawah umur dapat berakibat fatal bagi suatu 
hubungan pernikahan, keinginan untuk mengalah dalam 
menyelesaikan masalah masih kurang dimiliki. Sehingga 
mengakibatkan kondisi terburuk yakni perceraian.  
4. Status Sosial 
Pernikahan merupakan penggabungan antara dua keluarga 
besar untuk menjadi satu kesatuan. Perbedaan budaya 
dipertemukan dan diikat dalam suatu ikatan. Penikahan beda 
budaya tentu memiliki perbedaan pandangan terhadap status sosial. 
Misalkan orang kaya menikah dengan orang miskin, budaya orang 
kaya tentu berbeda dengan orang miskin. Perbedaan inilah yang 
bisa membuat konflik dalam rumah tangga. Contoh lainnya istri 
yang bekerja diperkantoran sedangkan suami hanya karyawan 
biasa. Perbedaan status sosial yang lebih tinggi seorang istri dalam 
hal ekonomi, bisa membuat istri mempunyai otoritas yang lebih 
besar dibandingkan suami. Hal ini bisa membuat hubungan 
terganggu.  
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Beberapa literatur  menjelasakan secara umum tentang 
stratifikasi sosial dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:  
a. Stratifikasi tertutup,  stratifikasi dimana tiap-tiap anggota 
masyarakat tersebut tidak dapat pindah ke strata atau tingkatan 
sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah. Contoh stratifikasi 
sosial tertutup seperti sistem kasta di India, Bali, Lombok dan 
Jawa berupa klasifikasi adanya golongan bangsawan dan  
golongan  rakyat  biasa. 
b. Stratifikasi sosial  terbuka, stratifikasi sosial terbuka adalah 
sistem stratifikasi dimana setiap anggota masyarakatnya dapat 
berpindah-pindah dari suatu strata ke strata yang lain, seperti 
tingkat pendidikan, kekayaan, jabatan, kekuasaan, dan 
sebagainya. Seorang yang tadinya miskin bodoh bisa mengubah 
status sosialnya dengan berusaha, bekerja, kuliah, kursus dan 
sebagainya, sampai menjadi pintar mendapatkan pekerjaan 
yang mapan dan bayaran yang tinggi. 
c. Ketiga, stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial yang 




d. Dampak Perceraian 
Perceraian dapat mengganggu kestabilan hubungan dalam 
keluarga. Korban paling menderita adalah anak, sebab dia akan 
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mengalami kurangnya kasih sayang orang tua. Berbicara tentang 
dampak perceraian yang berakibat kepada psikologis maupun ekonomi 
perlu diperhatikan. Dampak psikologis erat kaitannya dengan sikap, 
tanggung jawab dan kestabilan emosional sedangkan ekonomi 
berkaitan dengan pendidikan anak dan kebutuhan hidup anak.
68
 
Menurut Hurlock dampak remaja korban perceraian orang tua, 
antara lain: 
1. Mudah emosi (sensitif) 
2. Kurang konsentrasi belajar 
3. Tidak perduli lingkungan dan sesamanya 
4. Tidak tahu sopan santun 
5. Tidak tahu etika bermasyarakat 
6. Senang mencari perhatian orang lain 
7. Ingin menang sendiri 
8. Susah diatur 
9. Suka melawan orang tua 
10. Tidak memiliki tujuan hidup 
11. Kurang memiliki daya juang 
12. Berperilaku nakal 
13. Mengalami depresi 
14. Kecenderungan terhadap obat-obatan terlarang. 
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Anak-anak yang orang tuanya bercerai kebanyakan menderita. 
Mereka lebih asik diluar bersama teman-temannya yang bernasib sama. 
Oleh sebab itu beban masalah yang ditanggung anak sungguh besar. 
Jika anak bisa menjadi lebih baik atau tambah buruk tergantung sudut 
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A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif 
deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 
sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran 
ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.  Menurut Whitney (1960) 
metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.
67
 
Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk 
menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan 
untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan 
sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan 




B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak 
dilakukan.
69
 Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Jember yang 
beralamat jalan Cendrawasih, Krajan, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 
68118. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena sangat cocok 
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pada penelitian yang akan diteliti. Tiga poin yang sangat cocok yakni 
terkait layanan konseling, mediasi dan perceraian. 
 
C. Subyek Penelitian 
Sampel dalam penelitian meliputi segala hal yang dapat dijadikan 
sasaran penelitian. Dalam penelitian ini subjek penelitian ditentukan dengan 
menggunakan teknik purposive sampling atau sampel bertujuan. Purposive 
sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 
pertimbangan tertentu.
70
 Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil 
subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas 
adanya tujuan tertentu. Jadi penentuan sampel dilakukan saat peneliti mulai 
memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Adapun subjek yang 
menjadi informan dalam penelitian ini adalah: 
1. Suami 
2. Istri 
3. Ketua Pengadilan Agama 
4. Mediator (Pemandu Proses Perceraian) 
5. Staf yang berkaitan dengan proses mediasi 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 
memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data adalah suatu langkah 
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penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan 
pasti akan digunakan.
71
 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Observasi (Pengamatan) 
Pengamatan adalah salah satu alat penting untuk pengumpulan data 
dalam penelitian kualitatif. Mengamati berarti memperhatikan fenomena 
di lapangan melalui kelima indra peneliti, sering kali dengan instrument 
atau perangkat, dan merekamnya untuk tujuan ilmiah.
72
 Pengamatan 
sebagai langkah awal dalam mencari informasi atau data. Karena dalam 
pengamatan awal peneliti dapat melihat medan dan siapa saja yang akan 
ditemui untuk dimintai data selanjutnya. Hasil observasi yang peneliti 
dapatkan yaitu: 1) lokasi Pengadilan Agama Jember terletak di Jalan 
Cendrawasih No 27, 2) ruang mediasi dikelola oleh empat mediator dan 
satu staf mediator, 3) proses mediasi dilakukan oleh tiga orang, yaitu 
mediator, penggugat, dan tergugat, 4) Asas konseling terdapat pada proses 
mediasi perceraian di Pengadilan Agama Jember.  
2. Wawancara 
Wawancara merupakan suatu teknik pokok dalam penelitian 
kualitatif.Wawancara dalam penelitian kualitatif menurut Denzim dan 
Lincoln adalah percakapan, seni bertanya dan mendengar.Wawancara 
dalam penelitian kualitatif tidaklah bersifat netral melainkan dipengaruhi 
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Penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Jadi, 
wawancara ini hanya memuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, 
selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. 
Pewawancara harus pandai mengarahkan apabila yang diwawancara 
menyimpang.. 
Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang 
bagaimana pelayanan konseling dalam proses mediasi perceraian.Adapun 
kegiatan wawancara dan jawaban dari seluruh informasi dibuat dalam 
catatan lapangan. Supaya data yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai 
dengan harapan maka langkah yang ditempuh dalam mengadakan 
wawancara (interview) adalah : 
a. Menciptakan hubungan yang baik dengan subyek penelitian yang 
akan diwawancarai, melakukan pendekatan personal, serta 
menciptakan rasa nyaman dengan menerima apapun keadaan yang 
ada pada diri subyek penelitian. 
b. Peneliti menyampaikan maksud adanya wawancara dan membentuk 
kepercayaan bahwa apapun yang peneliti lakukan terhadap subyek 
tidak akan disebarluaskan.  
c. Peneliti menyiapkan alat berupa tape recorder untuk menyimpan 
hasil wawancara peneliti terhadap responden. 
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d. Mencatat dengan segera hasil yang diperoleh. Setiap hal yang 
ditanyakan langsung dicatat dilembaran kertas-kertas menghindari 
kelupaan. 
Hasil wawancara peneliti dengan suami dan istri menghasilkan 
pernyataan berupa tidak pentingnya proses mediasi percerian 
dikarenakan jika keinginan bercerai kuat maka tetap saja akan bercerai. 
Berbeda halnya dengan wawancara dengan staf yang berkaitan dengan 
proses mediasi, peneliti mendapat pernyataan tentang pentingnya proses 
mediasi perceraian. Peneliti mewawancarai tiga mediator dan 
menghasilkan kesimpulan berupa ada tiga tahap proses mediasi yakni: 1) 
pra mediasi, 2) proses mediasi 3) akhir dari mediasi.  
3. Teknik Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan catatan-catatan peristiwa yang sudah 
berlalu.Biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 
dari seseorang.Misalnya, dokumen yang berbentuk tulisan adalah buku 
harian, sejarah kehidupan, biografi peraturan kebijakan.
74
 
Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi sebagai salah satu 
teknik untuk mengumpulkan data dengan cara merekam atau mengambil 
gambar-gambar berupa kegiatan menghafal, ataupun kegiatan-kegiatan 
santri di dalam pondok. 
Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu foto 
wawancara dengan kepala Pengadilan Agama Jember, wawancara 
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dengan mediator, wawancara dengan staf mediator, kede etik mediator, 
struktur organisasi Pengadilan Agama Jember, dan jumlah perceraian. 
  
E. Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan 
lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan 
kepada orang lain. 
Adapun langkah-langkah dalam kegiatan penelitian yang menggunakan 
model analisis data Miles dan Huberman:  
1. Reduksi Data 
Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 
pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan tertulis dilapangan yang berlangsung secara terus menerus selama 
proses penelitian samapi pada pembuatan laporan. 
2. Penyajian Data 
Penyajian data bisa dilakukan bentuk uraian singkat, bagan, atau 
dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian yang baik merupakan suatu 
cara yang utama bagi anasis kualitatif yang valid. 
3. Penarikan Kesimpulan / Verivikasi 
Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari 









F. Keabsahan Data 
Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang 
dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 
Memeriksa keabsahan data maka peneliti menggunakan teknik trianggulasi. 
Trianggulasi merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang. Baik 
sebelum dan atau sesudah data dianalisis.
76
 Ada empat macam trianggulasi 
yakni dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan 
teori.
77
 Penelitian ini menggunakan trianggulasi sumber untuk menguji 
kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 
beberapa sumber. Trianggulasi teori yakni memadukan teori. 
 
G. Tahap-Tahap Penelitian 
Prosedur penelitian yangdilakukan meliputi tiga tahap hal: 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap kegiatan persiapan ada lima hal yang dilakukan antara lain: 
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a. Menyusun rancangan peneliti, yakni menetapkan beberapa hal sebagai 
berikut: judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus peneliti, 
tujuan manfaat, dan metode pengumpulan data.  
b. Menentukan obyek penelitian. 
c. Mengurus surat perizinan. 
d. Menjajaki dan menilai lapangan. 
e. Menyiapkan perlengkapan penelitian. 
2. Tahap Pelaksanaan 
a. Memasuki  lapangan. 
b. Konsultasi dengan pihak berwenang dan yang berkepentingan. 
c. Mengumpulkan data. 
d. Menganalisis data. 
3. Tahap Analisis Data 
Pada tahap ini, peneliti menyusun kerangka laporan hasil penelitian, 
kemudian data dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang 
berupa laporan penelitian dengan mengacu pada peraturan penulisan karya 









PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS  
 
A. Gambaran Objek Penelitian 
1. Sejarah Pengadilan Agama Jember 
Sejarah Pengadilan Agama Jember Ketentuan Pasal 24 ayat (1) 
Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 
menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah 
menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari 
keadilan. Sedang ayat (2) menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan 
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peraadilan yang ada di 
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstiusi.” Pengadilan Agama 
Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang 
tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami 
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 
Jember termasuk dalam kawasan tapal kuda Jawa Timur dengan 








Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di 
sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten 
Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Indonesia di sebelah 
Selatan. Sedang posisi koordinatnya adalah 7° 59’ 6” sampai 8° 33’ 56” 
Lintang Selatan dan 6° 33’ 6” sampai 7° 14’ 33” Bujur Timur. Kabupaten 
Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km2. Secara administratif wilayah 
Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan, yaitu: 
Tabel .2  
Kecamatan di Jember 
1. Kecamatan Kaliwates 
2. Kecamatan Sumbersari 
3. Kecamatan Patrang 
4. Kecamatan Arjasa 
5. Kecamatan Jelbuk 
6. Kecamatan Pakusari 
7. Kecamatan Sukowono 
8. Kecamatan Kalisat 
9. Kecamatan Ledokombo 
10. Kecamatan Sumberjambe 
11. Kecamatan Mayang 
12. Kecamatan Silo 
13. Kecamatan Mumbulsari 
14. Kecamatan Tempurejo 
15. Kecamatan Rambipuji 
Kecamatan Panti 
16. Kecamatan Sukorambi 
17. Kecamatan Ajung 
18. Kecamatan Jenggawah 
19. Kecamatan Tanggul 
20. Kecamatan Semboro 
21. Kecamatan Sumberbaru 
22. Kecamatan Bangsalsari 
23. Kecamatan Kencong 
24. Kecamatan Jombang 
25. Kecamatan Umbulsari 
26. Kecamatan Gumukmas 
27. Kecamatan Puger 
28. Kecamatan Balung 
29. Kecamatan Wuluhan 
30. Kecamatan Ambulu 
 
 
Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950 berkedudukan 






Masjid Jamik (lama) Baitul Amin Jember. Sejak tahun 1974 di bawah 
kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di 
lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari 
Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 
1.175 m2 tepatnya di jalan Sumatra Nomor 122 Jember. 
Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yuridiksi 
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan jumlah perkara yang diterima 
selama tahun 2009 sebanyak 6.045 kasus, nomor dua setelah pengadilan 
Agama Banyuwangi dengan 6.786 kasus. (Sumber data:Laporan Tahunan 
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2010). dan jumlah perkara yang 
diterima tahun 2018 P (6.515 Pkr) dan G (6.848 Pkr) dengan total (13.363 
Pkr). 
Kondisi yang sangat kontras dan tidak sebanding dengan jumlah 
perkara yang diterima dengan fasilitas gedung dan sarana yang ada. 
Sekalipun dengan sarana yang minim pimpinan Pengadilan Agama Jember 
bertekad untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan citra Pengadilan 
Agama Jember dengan cara meningkatkan transparansi peradilan 
sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah agung 
Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan 
sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta melakukan pelayanan 
prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan. juga 






144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik. dengan adanya 
aturan tersebut maka Mahkamah Agung RI membuka seluas-luasnya 
informasi terhadap publik dan menekan pada pelayanan terhadap publik.  
Suatu bentuk untuk mendukung pelayanan publik dengan wujud 
peradilan berbasis elektronik saat ini yaitu Pemanfaatan Sistem 
Administrasi Peradilan Agama (SIADPA), Aplikasi Sistem Informasi 
Penelusuran Perkara (SIPP), aplikasi e-Court yang merupakan administrasi 
perkara secara elektronik dan Pengelolaan Data Kepegawaian melalui 
Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) serta pembukaan 
Website Pengadilan Agama Jember adalah upaya agar segera tercapainya 
visi dan misi Pengadilan Agama Jember. 
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember 
Visi Pengadilan Agama Jember mengacu pada intruksi pimpinan 
Mahkamah Agung Tanggal 10 September 2009, mengeluarkan visi 
“Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung”.  
Misi Pengadilan Agama Jember 
a. Meningkatkan profesionalitas aparatur Pengadilan Agama Jember. 
b. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Jember yang Modern. 







d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama 
Jember. 
Motto Pengadilan Agama Jember 
Motto atau bisa disebut slogan adalah suatu hal yang penting untuk 
menumbuhkan semangat dan pedoman (prisnsip). Adapun motto 
Pengadilan Agama Jember adalah “Pengadilan Agama Jember "HEBAT" - 
Harmonis, Elegan, Bijaksana, Akuntabel, Transparan.” 
3. Kode Etik Mediator di Pengadilan Agama Jember 
Mediasi tidak termasuk dalam tatanan struktur inti Pengadilan 
Agama Jember. Mediasi berdiri sendiri namun tetap berhubungan dengan 
proses persidangan yang ada di Pengadilan Agama Jember. seorang 
mediator yang bertugas dalam layanan mediasi juga merupakan pensiunan 
hakim di Pengadilan Agama Jember. Berikut nama-nama mediator yang 
berada di Pengadilan Agama Jember:  
a. Akhmad Marjuki, S.H. (Senin) 
b. M. Munir Achmad, S.H., M.Hum. (Selasa) 
c. Luthfi Helmy, S.HI. (Rabu) 
d. Agus Widodo, S.H., M.H.  (Kamis)  
Kegiatan layanan konseling dalam proses mediasi perceraian hanya 
dilakukan pada hari senin, selasa, rabu dan kamis. Mediasi dibuka sesuai 








Kode Etik Mediator 
Kode etik atau biasa disebut pedoman dalam melaksanakan suatu 
kegiatan. Jika melakukan pelanggaran yang menyalahi aturan kode etik 
maka dianggap melenceng. Mediator di Pengadilan Agama Jember 
dituntut untuk melakukan mediasi dengan syarat mematuhi kode etik 
mediator. Berikut kode etik mediator yang tertera di Pengadilan Agama 
Jember: 
a. Prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh mediator: 
1. Prinsip netralitas (impartialiti) 
a. Mediator wajib memelihara ketidakpihakannya terhadap para 
pihak, misal perlakuan yang seimbang untuk memberikan 
waktu dan kesempatan berbicara yang sama kepada semua 
pihak. 
b. Mediator dilarang mempengaruhi atau mengarakan para pihak 
untuk menghasilkan klausula
78
 yang dapat memberikan 
keuntungan pribadi bagi mediator. 
c. Mediator harus beriktikat baik dan tidak mengurbankan 
kepentingan para pihak. 
2. Prinsip penentuan diri sendiri (self determination) 
a. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai 
dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak. 
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b. Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan 
lengkap pertama bahwa segala bentuk penyelesaian atau 
keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan 
persetujuan para pihak. 
c. Mediator wajib menghormati hak para pihak antara lain untuk 
konsultasi kepada para penasihat hukumnya atau para ahli dan 
hak untuk keluar dari proses mediasi. 
d. Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan 
atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua 
belah pihak untuk membuat suatu keputusan. 
3. Prinsip Kerahasiaan (confidentiality) 
a. Mediator wajib memelihara kerahasiaan segala sesuatu, baik 
dalam bentuk perkataan, notulensi atau catatan, maupun 
dokumen yang terungkap dalam proses mediasi kecuali untuk 
kasus sengketa-sengketa publik. 
4. Prinsip bebas dari konflik pribadi (Free From Conflict of Interest) 
a. Seseorang dilarang untuk menjadi mediator dalam suatu kasus 
sengketa yang diketahui bahwa keterlibatannya merupakan 
konflik kepentingan. 
b. Dalam hal mediator mengetahui ada konflik kepentingan, ia 








5. Prinsip dasar aturan (Ground Rulers) 
a. Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada 
pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur 
mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi, serta peran 
moderator. 
Kode etik mediasi diatas penting untuk dilaksanakan oleh para 
mediator di Pengadilan Agama Jember.  
 
B. Penyajian Data dan Analisis 
Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan 
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat memperoleh data 
yang berkaitan dan mendukung dalam penlitian. Setelah mengalami proses 
yang panjang dalam memperoleh data dan mengumpulkan data maka secara 
berurutan akan disajikan data-data berikut.  
Wawancara peneliti lakukan untuk mendapatkan data mengenai 
konseling keluarga dan konseling perkawinan. Hasil wawancara dengan 
Ahmad Marjuki sebagai salah satu mediator  di Pengadilan agama sebagai 
yakni: 
“Konseling keluarga dan konseling perkawinan berbeda, letak 




Konseling keluarga dan konseling perkawinan dikatakan berbeda karena 
letak masalah yang akan dibantu dalam menemukan titik temu berbeda. 
Perbedaan ini terletak pada objek permasalahan yang dialami oleh para pihak.  
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Konseling keluarga berbicara masalah-masalah yang berkaitan dengan 
keluarga, antara lain masalah ekonomi, komunikasi, pendidikan anak, dan lain 
sebagainya. Berbeda halnya dengan konseling perkawinan yang objek 
permasalahannya lebih fokus kepada permasalahan perkawinan. Penanganan 
masalah tersebuh hanya sebatas membahas bagian perkawinan, tidak 
melibatkan anak dalam interaksi proses konseling perkawinan. Konseling 
perkawinan sama halnya dengan mediasi perceraian di Pengadilan Agama 
Jember.  
Penyataan lain yang dijelaskan oleh bapak M Munir Achmad tentang 
perbedaan konseling keluarga dan konseling perkawinan yakni terletak pada 
subtansi arti keluaga dan perkawinan. M Munir Achmad sebagai salah satu 
mediator mengatakan: 
“Keluarga adalah satu struktur terkecil dalam masyarakat yang terdiri 
dari ayah, ibu dan anak. Sedangkan perkawinan yakni sebuah ikatan 




Penyataan diatas berisikan tentang perbedaan konseling keluarga dan 
konseling perkawinan ditinjau dari pengertian keluarga dan perkawinan. Jika 
pernyataan diatas dikaitkan dengan proses konseling berarti konseling yang 
dilakukan untuk menemukan suatu inti permasalahan pada keluarga yang 
terdiri dari bapak, ibu dan anak sebagai subjeknya. Pernyataan ini diperkuat 
oleh pernyataan Moh. Khazin sebagai  ketua Pengadilan Agama Jember. 
Keluarga itu adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar 
perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup 
bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah 
sendirian dengan atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau 
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adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga, sedangakan 





Suatu ikatan persekutuan hidup dapati diartikan sebagai pernikahan 
yang didalamnya terdapat akad atau perjanjian. Sehingga perjanjian tersebut 
mengikat kedua pasangan tersebut. Hubungan yang dibina merupakan 
perpaduan antara seorang suami, isrti dan juga anak. Sedangkan pekawinan itu 
sendiri merupakan sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan. 
Konseling keluarga dan konseling perkawian dapat dibedakan 
menggunakan wilayah konselingnya. Terdapat bebagai wilayah yang 
dibedakan antara konseling keluarga dan konseling perkawian. Agus Widodo 
menjelaskan mengenai wilayah konseling dalam keduahal tersebut. 
“Kesamaan wilayah konseling terletak pada masalah ekonomi, 
perbedaan pendapat, ketidakpuasan seksual, kejenuhan rutinitas, orang 
ketiga, putusnya komunikasi, harta warisan, ikut campurnya orang tua 
dalam masalah keluarga dan lain sebagainya mas. Percedaannya 
terletak pada lebih umumnya konseling keluarga yang membahas 




Wilayah yang dimaksud adalah pembahasan yang bisa dibantu dalam 
proses konseling keluarga dan perkawinan. Terdapat persamaan dan perbedaan 
dalam wilayahnya kajiannya. Persamaannya yaitu sebagai berikut: 
Pertama, ekonomi merupakan hal penting dalam keberlangsungan hidup 
rumah tangga. Ekonomi yang kurang stabil dapat mengakibatkan kurang 
stabilnya hubungan rumah tangga. Kedua, perbedaan pendapat dialami oleh 
setiap keluarga, hal tersebut dilatarbelakangi dengan karakter yang berbeda-
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beda antar pasangan. Ketiga, tidak puasnya hasrat seksual dalam hubungan 
keluarga menjadikan dampak yang kurang baik, sebab kepuasan tersebut dapat 
menjadi penenang atau mengurangi beban permasalahan hidup. Keempat, 
rutinitas yang cenderung monoton dapat membuat permasalahan keluarga 
muncul. Kelima, munculnya orang ketiga atau bisa disebut perselingkuhan 
menjadikan hubungan keluarga goyah. Kepercayaan yang dibangun mulai 
terkikis akibat adanya orang ketiga. Keenam, setiap pasangan keluaga perlu 
menggunakan komunikasi yang rutin. Jika komunikasi dalam hubungan 
keluarga tidak lancar maka akan mengakibatkan pesan yang diberikan tidak 
dapat masuk atau kurang jelas. Ketujuh, ikut campurnya orang tua dalam 
permasalahan keluarga anaknya bisa mengakibatkan permasalahan semakin 
membesar.  
Sedangkan perbedaan antara konseling keluarga dan konseling 
perkawinan terletak pada permasalahan yang dialami oleh anak dan perceraian.  
Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang mengacu pada fokus 
penelitian atau rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Jember 
Proses mediasi memiliki tiga tahap yakni pra mediasi, proses 
mediasi dan akhir mediasi. Penjelasan tentang tahapan pra mediasi 
memiliki langkah langkah yang harus dijalankan sebelum memasuki 
tahapan proses mediasi. Berikut adalah tahapan pra mediasi yang 






a. Penggugat mendaftarkan gugatannya kepada  Pengadilan Agama 
sesuai dengan masalah yang dialami. 
b. Setelah terdaftar maka melakukan penentuan sidang pertama oleh 
Pengadilan Agama. Penentuan ini ditujukan kepada kedua belah pihak 
antara penggugat dan tergugat. 
c. Menurut M. Munir Achmad sebagai mediator, bahwa: 
“Hakim itu menjelaskan proses mediasi perceraian kepada para 
pihak, bukan hanya pengertian saja melainkan tujuan, manfaat, 




Pernyataan M. Munir Achmad diperjelas dalam PERMA Pasal 
17 Ayat 9 Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan tentang pernyataan para 
pihak tentang penjelasan mediasi yang dilakukan oleh hakim. Para 
pihak dijelaskan mengenai pengertian mediasi, manfaat mediasi, 
kewajiban para pihak untuk mengahadiri proses mediasi, biaya proses 
mediasi, tata cara proses mediasi, dan lain sebagainya. Hakim 
memberikan formulir kepada para pihak untuk ditanda tangani sebagai 
pembuktian bersedia mengikuti proses mediasi perceraian. 
d. Penggugat diberi waktu dua hari untuk menunjuk mediator. Mediator 
yang ditunjuk harus memiliki sertifikat mediator dan terdaftar di 
Pengadilan Agama. Penunjukan mediator ini sesuai dengan PERMA 
Pasal 20 Ayat 5 Nomor 1 Tahun 2016.  M. Munir Achmad sebagai 
mediator menegaskan: 
“Penggugat diberi pilihan memilih siapa mediatornya, bebas 
sih mas. tapi para pihak banyak yang tidak menghiraukan 
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penunjukan itu, mereka cenderung pasrah terhadap pengadilan, 
terpaksa kalau tidak bisa ya pengadilan yang menunjuk 
mediator mas.”
84
   
 
e. Jika para penggugat masih belum bisa menunjuk mediator maka majlis 
akan menunjuk seorang hakim yang tidak bertugas dalam sidang. 
f. Mediator menentukan hari proses mediasi. Penentuan hari telah diatur 
dalam PERMA Pasal 21 Ayat 2 Nomor 1 Tahun 2016. Surat 
pemanggilan ditujukan kepada kedua belah pihak, penggugat dan 
tergugat supaya hadir dalam proses mediasi yang ditentukan M. Munir 
Achmad sebagai mediator menambahkan: 
“Nah, kalau sudah menemukan mediatornya maka tinggal 




Kalau sudah ditentukan tanggalnya langsung masuk dalam 
proses mediasi perceraian.  
Tahapan selanjutnya yakni proses mediasi perceraian. Proses 
mediasi adalah penyelesaian konflik yang memerlukan pihak ketiga 
dalam menyelesaikannya. Akhmad Marjuki sebagai mediator  
menjelaskan proses mediasi sebagai berikut: 
a. Melihat dari awal proses mediasi bahwa para pihak mulai 
memasuki ruang mediasi dengan menemui sekretaris mediasi. 
Akhmad Marjuki sebagai mediator menjelaskan: 
“Para pihak masuk kedalam ruang mediasi dulu baru 
membayar administrasi mediasi kepada sekretaris mediator, 
setelah membayar baru memberikan resume perkara kepada 
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Penjelasan Akhmad Marjuki diambil dari PERMA Pasal 24 
Ayat 1 Nomor 1 Tahun 2016 bahwa para pihak menyerahkan 
resume perkara kepada mediator. Resume perkara terdiri dari 
penjelasan para yang mengajukan permasalahan kepada Pengadilan 
Agama. Penyerahan resume perkara dapat membantu mediator 
memahami permasalahan yang dialami para pihak. Proses mediasi 
biasanya dilakukan selama 30 hari, setiap satu minggu sekali para 
pihak melakukan proses mediasi di Pengadilan Agama. 
b. Proses layanan konseling dalam proses mediasi perceraian di 
Pengadilan Agama Jember memiliki beberapa tahapan. 
Pra Mediasi saat berada di ruang mediasi 
1. Para pihak memasuki ruangan mediasi kemudian mengurus 
administrasi. Administrasi bertujuan untuk mendata para pihak 
yang melakukan mediasi. Harga satu kali mediasi senialai Rp 
100.000, salah satu pihak mengisi daftar nama registrasi. 
2. Berkas perkara diberikan kepada mediator agar menjadi bahan 
pandangan untuk melakukan proses mediasi. Membaca kondisi 
yang dialami oleh para pihak wajib dipelajari oleh mediator, 
agar mediasi berjalan terarah. 
3. Para pihak kemudian duduk berlawanan dan ditengah adalah 
mediator sebagai penengah antara kedua belah pihak. 
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1. Pembukaan  
a. Mediator bersalaman dengan para pihak dan 
memperkenalkan diri, begitu juga para pihak 
memperkenalkan diri kepada mediator. Tahap pengenalan 
ini bertujuan agar saling mengenal antara mediator dan para 
pihak. 
b. Menjelaskan pengertian mediasi, manfaat mediasi, tujuan 
mediasi, dan kode etik mediasi merupakan tahapan kedua. 
Mediator menjelaskan proses mediasi kepada para pihak 
supaya mereka faham tentang mediasi. Mediator 
meyakinkan kepada para pihak bahwa permasalahan yang 
dialaminya pasti aman dan terahasiakan. 
c. Selanjutnya mediator melakukan kontrak dengan para pihak 
dengan tujuan mereka berdua ikhlas melakukan mediasi 
perceraian. Kontrak mediasi hanya sekadar menyakan 
keikhlasan para pihak mengikuti mediasi,  
2. Pembahasan 
a. Tahap pembahasan masalah dimulai dari pihak penggugat 
yang menyampaikan permasalahannya kepada mediator dan 
tergugat. Kebebasan berpendapat diberikan diawal kepada 
penggugat karena dialah yang memperkarakan perceraian 






b. Argument selanjutnya lakukan oleh tergugat sebagaimana 
telah diperkarakan. Tergugat berhak menyanggah 
pernyataan penggugat untuk membela dirinya.  
c. Setelah kedua argumen didapatkan, maka peran mediator 
mempertemuakan pernyataan kedua belah pihak. Peran 
mediator disini bukanlah memaksa para pihak agar rujuk, 
namun memfasilitasi para pihak supaya berubah pikiran 
untuk tidak bercerai dengan keinginannya sendiri. 
d. Para pihak dipersilahkan menjelaskan kronologi 
permasalahan yang dialaminya dengan jelas dan sejujur-
jujurnya.  
e. Mediator memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada 
kedua belah pihak. Seperti jika perceraian terjadi maka 
tanggung jawab anak harus dipenuhi oleh suami dan istri, 
suami harus memberikan nafkah kepada istri. Mediator juga 
menyampaikan dampak-dampak dari perceraian, misalkan 
kurangnya kasih sayang kepada anak. Tujuan diberikan 
perumpamaan agar para pihak dapat berfikir dampak yang 
dialami jika melanjutkan perceraian. 
f. Jika dirasa kedua pihak tetap bersikukuh ingin melanjutkan 
perceraian, maka tidak ada kesepakatan perdamaian 
dilanjutkan dengan pemberian surat yang berisikan tidak 






3. Penutup proses mediasi 
a. Melihat tidak adanya kesepakatan perdamaian maka kedua 
belah pihak diharuskan untuk menanda tangani surat. 
Setelah tanda tangan selesai maka surat tersebut akan 
diberikan kepada hakim untuk melanjutkan persidangan.  
b. Jika proses mediasi belum ada titik temu, mediator 
melakukan penundaan peroses mediasi selama 7x24 jam/ 
satu minggu. Tujaun diadakan penundaan, diharapkan para 
pihak melakukan musyawarah bersama keluarganya. 
Demikianlah rangkaian proses mediasi perceraian di dalam 
ruangan mediasi. 
c. Materi perundungan mediasi bukan hanya dalam gugatan saja, 
melainkan tergantung kesepakatan para pihak. Jika para pihak 
menemukan kesepakatan diluar gugatan maka hakim berhak 
menguatkan kesepakanan tersebut dengan syarat kedua belah pihak 
menyetujuinya. Akhmad Marjuki sebagai mediator menjelaskan 
bahwa: 
“Materi mediasi tidak terpaku dengan resume saja, 
melainkan ada perundingan atau pendapt dari kedua belah 





Hal ini bertujuan untuk memperluas pandangan mengenai 
masalah yang dialami para pihak, dengan inilah mediator 
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menemukan benang merah dari permasalahan yang dialami oleh 
para pihak. 
d. Jika saksi ahli diperlukan dalam proses mediasi perceraian sebagai 
pemberian pandangan atau penafsiran. Biaya untuk para ahli 
tersebut ditanggung oleh pihak yang memerlukannya.  
Tahap terakhir yaitu akhir dari proses mediasi merupakan tujuan 
utama dari proses ini, karena berhasil atau tidaknya proses mediasi 
padat dilihat di akhir. Jika mediasi berhasil maka akan melanjutkan 
kepada kesepakatan perdamaian, mediasi tidak berhasil maka akan 
diadakan siding ulang, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan lagi maka 
mediasi batal. Agus Widodo mengkaji PERMA Nomor 1 Tahun 2016 
sebagai berikut: 
a. PERMA Pasal 27 Ayat 1 Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan jika  
mediasi berhasil maka akan menandatangani kesepakatan 
perdamaian. Kesepakatan perdamaian menjadi tujuan utama proses 
mediasi perceraian.  
b. Jika mediasi tidak menemukan kesepakatan maka dalam PERMA 
Nomor Pasal 32 Ayat 1 Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan. Mediator 
wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan 
memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa 
perkara. Pemberitahuan ketidakberhasilan dikategorikan menjadi 






waktu paling lama 30 hari, b) para pihak tidak menemukan iktikad 
baik (menolak untuk rujuk kembali). 
c. Jika mediasi tidak dapat dilaksanakan maka mediator melaporkan 
kepada pihak pengadilan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan. 
Hal ini disebabkan karena a) permasalahan yang melibatkan asset, 
harta warisan, kepentingan pihak lain, b) melibatkan wewenang 
lembaga, dan 3) tidak adanya iktikad baik (tidak menghadiri tanpa 
adanya alasan yang jelas atau tidak hadir pada setiap proses 
mediasi). Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan telah dijelaskan 
dalam PERMA Nomor Pasal 32 Ayat 1 Nomor 1 Tahun 2016. 
Berikut adalah akhir dari proses mediasi yang dijelaskan oleh 
Agus Widodo sebagai mediator dengan mengutip Perma Nomor 1 
Tahun 2016. Agus Widodo mengatakan: 
“Kunci utama mediasi itu ya adanya iktikad baik dari kedua 
belah pihak mas, jika tidak ada pasti susah untuk membuat rujuk 
kembali, kalau penggugat yang tidak beriktikad baik ya tidak 
diterima gugatannya dan bayar biaya mediasi, kalau tergugat 
yang tidak beriktikad baik ya tergugatnya yang membayar biaya, 





Iktikad baik sebagai kunci utama proses mediasi perceraian. 
Keikhlasan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara 
mampu membuat mediasi selesai. 
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2. Efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Jember 
Berbicara mengenai efektifitas pelaksanaan layanan konseling dalam 
proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama dapat dilihat dari berbagai 
sudut pandang. Sudut pandang pertama dari tanggapan para pihak dan 
kedua dari sudut pandang staf Pengadilan Agama. 
a. Respon para pihak dalam melihat proses mediasi di Pengadilan Agama 
Jember 
Pada penelitian ini peneliti menyajikan respon para pihak yang 
berperkara
89
 terhadap mediasi di Pengadilan Agama Jember. Untuk 
mengetahui layanan konseling dalam proses mediasi yang dilakukan 
oleh Pengadilan Agama Jember, maka peneliti melakukan wawancara 
kepada beberapa pihak yang berperkara.  Peneliti disini akan 
menanyakan bagaimana pelaksanaan layanan konseling dalam proses 
mediasi perceraian di Pengadilan Agama Jember. Melalui pandangan 
para pihak yang berperkara. 
Menurut Muhaimin pihak suami sebagai salah satu pihak yang 
melakukan mediasi di Pengadilan Agama Jember, maka penggunaan 
mediasi dirasa tidak perlu dilakukan lagi. Muhaimin berkata: 
“Mediasi itu tidak perlu sebenarnya mas, karena percuma saja 
jika sama-sama ngotot inging bercerai, ndak akan damai, orang 
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Supaya permasalahan yang dialami cepat selesai dan 
mendapatkan putusan perceraian maka pihak yang berperkara hanya 
mengikuti proses saja. Sofi  sebagai pihak istri mengatakan: 
“Wes yang penting ikuti aja dah mas, toh tujuan saya ingin 
cepat bercerai, musyawarah dirumah sudah tapi wes tidak kuat 
aku sama sikap suami.”
91
 
Proses musyawarah sudah dilakukan berulang-ulang kali 
dirumah bersama keluarga. Namun tidak ditemukan penyelesaian 
masalah yang pasti. Pernyataan di atas memberikan pesan bahwa pihak 
penggugat sudah pasrah dan membulatkan tekad untuk bercerai. Proses 
mediasi di Pengadilan Agama Jember hanya dianggap sebagai syarat 
atau formalitas. Beberapa pihak juga menolak adanya proses mediasi 
karena mengeluarkan biaya. 
b. Pandangan staff pengadilan terhadap mediasi perceraian di Pengadilan 
Agama Jember 
Mediasi berasal dari kata “medium” yang berarti perantara. 
Istilah mediasi dalam literature Islam yakni “wasilah” yang juga berarti 
perantara. Menurut Prayitno layanan mediasi merupakan layanan 
konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih 
yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. 
Mediasi sangat perlu dilakukan karena dapat membantu untuk 
mempertemukan pendapat kedua belah pihak yang berperkara. 
Menurut Shopia sebagai staf pengadialan, dijelaskan: 
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“Mediasi itu peerlu dek, soalnya bisa menjadi jalan tengah bagi 
kedua belah pihak. Programnya itu bagus, para pihak dituntut 





Pendangan staf Pengadilan Agama Jember terhadap proses 
mediasi dianggap perlu dilakukan. Karena mediasi merupakan suatu 
sarana untuk melakukan musyawarah dengan bantuan orang ketiga 
(mediator). Hal ini sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 
disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa 
melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak 
yang dibantu oleh mediator. 
Beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi proses mediasi 
perceraian di Pengadilan Agama Jember bisa dilihat dari kemampuan 
para konselor, kondisi fisik dan psikis mediator dan para pihak. 
Kemampuan mediator dalam mengelelola konflik sangat 
diperhitungkan dalam membantu menyelesakan perkara mediasi. 
Mediator juga harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik 
supaya mudah mempertemukan pendapat para pihak. Kemampuan 
keempat mediator di Pengadilan Agama Jember berbeda-beda. 
Kelebihan dan kekurangan pasti dimiliki oleh setiap orang, karena 
sesungguhnya manusia tidak ada yang sempurna. Komunikasi yang 
baik, kedisiplinan, dan kerohanian yang tinggi menjadi adalah 
kelebihan mediator yang dimiliki oleh mediator di Pengadilan Agama 
Jember. 
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Mediator harus memiliki hal seperti diatas karena sebagai bekal 
untuk mempertemukan pendapat antara kedua belah pihak, Agus 
Widodo sebagai mediator mengatakan: 
“Mediator itu harus bisa mengerti kondisi para pihak mas, 
kemampuan komunikasi, wawasan ilmu terkait problematika 




Peneliti menemukan beberapa kekurangan yang dimiliki oleh 
mediator di Pengadilan Agama Jember, diantaranya sebagai berikut: 
1. Kurangnya memahami tentang pengetahuan dalam bidang 
psikologi dan bimbingan dan konseling. 
2. Kurang menguasai metode dan strategi dalam mediasi, dalam hal 
ini menggunakan metode dan strategi bimbingan dan konseling. 
Seorang mediator perlu menjadi panutan atau cerminan bagi para 
pihak yang bersengketa, mereka datang dan yakin  bahwa mediator 
dapat membantu menyelesaikan permasalahannya. 
Bukan hanya kemampuan mediator yang dapat mempengaruhi 
efektifitas mediasi, namun kondisi fisik dan psikologis konselor dapat 
mempengaruhi keberhasilan mediasi perceraian. Seorang mediator 
dalam keadaan apapun dituntut untuk siap menjadi penengah bagi 
kedua belah pihak. Walaupun dalam kondisi fisik yang kurang 
memungkinkan serta kondisi psikologis yang terganggu akibat 
banyaknya tuntutan hidup.  Jadi seorang mediator bertugas dalam 
kondisi prima lebih diutamakan dalam melakukan mediasi perceraian. 
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Seorang mediator dalam melakukan tugas sebagai orang ketiga 
yang menengahi kedua belah pihak dalam mediasi pasti memiliki 
hambatan atau kendala. Menurut Akhmad Marjuki sebagai mediator 
mengatakan, bahwa: 
“Hambatan pada waktu mediasi itu pasti ada, tapi tidak banyak, 
biasanya yang sering terjadi itu ketika salah satu pihak enggan 
masuk kedalam ruang mediasi atau salah satu pihak tidak hadir 





Hambatan tersebut bisa menjadi pemicu ketidakberhasilan 
proses mediasi perceraian. Karena apabila salah satu pihak tidak hadir 
maka dianggap gagal. Mediator kemudian melaporkan berita kepada 
hakim  tentang tidak adanya iktikad baik dari kedua belah pihak. Hasil 
dari penelitian yang penulis lakukan hanya sedikit hambatan yang 
dialami oleh mediator. 
Faktor yang menghambat menurut Agus Widodo sebagai 
mediator dijelaskan bahwa: 
“Penyebab yang membuat mediasi tertunda itu salah satu pihak 
tidak hadir mas, tadi ada salah satu pihak yang berada di luar 
negeri sehingga diwakilkan oleh kuasa hukumnya, coba 




Pada dasarnya kewajiban kedua belah pihak untuk hadir dalam 
mediasi dapat diwakilkan oleh kuasa hukum. Namun, ditinjau dari segi 
keberhasilan mediasi maka hal ini dikatakan tidak efektif.   
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Menjadi seorang mediator tentu memiliki wewenang untuk 
mengatur jalannya proses mediasi, tapi sebagai mediator tidak dapat 
menuntut akan keberhasilan mediasi tersebut. Mediator tidak berhak 
untuk memaksa para pihak untuk datang ke dalam ruang mediasi. Jika 
mediator memaksa para pihak untuk datang di ruang mediasi maka 
tidak akan berjalan dengan lancar. Unsur keterpaksaan membuat para 
pihak merasa tertekan dan tidak akan mengutarakan permasalahannya 
secara terbuka. Akhmad Marjuki sebagai mediator mengatakan: 
“Sifat dari mediasi ini tidak mengandung unsur keterpaksaan, 
para pihak dipersilahkan untuk menyelesaikan 
permasalahannya mas, tapi tentu harus mengikuti peraturan 





Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan M Munir Achmad 
sebagai mediator menemukan hasil bahwa melakukan mediasi para 
pihak namun yang mengajukan seorang istri itu sulit. Seorang istri jika 
ingin bercerai maka bersikukuh ingin bercerai. Sangat susah 
mengarahkan pihak istri untuk melakukan rujuk kembali dengan 
suaminya. M Munir Achmad sebagai mediator  memperjelas:  
“Mas, kalau sudah ibu-ibu yang mengajukan gugatan cerai itu 
susah sekali diarahkan, diarahkan begini tidak masuk, 
diarahkan begitu tidak diterima, kalau yang bapak-bapak masih 
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Gugatan yang ajukan oleh seorang perempuan didasari oleh 
bawaan perasaan mendalam. Sehingga membuat keputusan ingin 
bercerai tanpa memikirkan dampaknya. 
3. Asas Konseling dan Kode Etik 
Hasil observasi di Pengadilan Agama Jember mendapatkan hasil 
yakni adanya keterkaitan antara asas konseling dan konde etik mediator. 
Berikut data yang telah didapatkan, asas konseling diterapkan pada proses 
mediasi sesuai kode etik mediator. Asas konseling dan proses mediasi 
mengatakan bahwa: 
a. Asas kerahasiaan dalam proses konseling sangat penting bagi 
terjaminnya rahasia yang disampaikan para pihak kepada mediator.  
b. Asas kesukarelaan dalam proses mediasi juga digunakan dalam bentuk 
ketersediaannya para pihak melakukan proses mediasi perceraian.  
c. Asas keterbukaan perlu dalam proses mediasi, sebab inti untuk 
menemukan pokok permasalahan dalam mediasi yaitu terbuka dalam 
menyampaikan masalahnya. 
d. Asas kekinian atau bisa dikatakan permasalahan yang dialami oleh 
para pihak adalah permasalahan yang terkini. Permasalahan yang 
sering dialami oleh para pihak yakni ekonomi, komunikasi dan 
perselingkuhan. Moh Khazin sebagai kepala Pengadilan Agama 
Jember berkata: 
“Latar belakang pasangan suami istri yang ingin bercerai yakni 











e. Asas kemandirian dalam proses mediasi memiliki arti para pihak 
diberikan hak untuk menentukan hidupnya. Jadi mediator tidak bisa 
mengatur atau menyuruh para pihak untuk rujuk kembali. Tugas 
mediator telah diatur dalam kode etik mediator yang berisi bahwa 
harus netral dan menghormati para pihak. Sifat netral yang dimaksud 
lebih tepatnya mengarah kepada kesimpulan pengambilan keputusan 
para pihak. 
f. Asas kegiatan dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama 
Jember, disimpulkan bahwa mediasi perceraian tidak akan berhasil jika 
tidak diikuti oleh para pihak yang bersengketa. Walaupun para pihak 
menggunakan jasa kuasa hukum, mediasi tidak akan berhasil. Sebab 
bukan para pihak sendiri yang menyelesaikan permasalahannya. 
g. Asas kedinamisan dalam mediasi perceraian yakni suatu permasalahan 
dapat berubah-ubah. Oleh sebab itu mediator dalam proses mediasi 
waspada terhadap perubahan pandangan para pihak. Mediator 
diharapkan memberikan pemahaman-pemahaman yang tepat kepada 
para pihak untuk mengambil keputusan yang sebaik-baiknya. 
h. Asas keterpaduan yang berfungsi memadukan dua pendapat yang 
berbeda. Mediasi perceraian juga berfungsi mempertemukan pencapat 
kedua pihak. Hal ini diperlukan guna mengambil kesimpulan jalan 
tengah dan kemudian ditawarkan kembali kepada pihak yang 
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bersengketa. Mediasi tidak boleh bertentangan dengan norma-norma 
negara, norma ilmu, norma agama, dan norma-norma masyarakat pada 
umumnya. Moh Khazin sebagai ketua Pengadilan Agama Jember 
berkata: 
“Mediasi tidak boleh melanggar norma-norma, entah itu norma 




Jika mediasi melanggar norma, memungkinkan para pihak 
merasa kurang nyaman melakukan proses mediasi perceraian. Hasil 
penelitian mengatakan norma penting diterapkan dalam proses 
mediasi, seperti sikap mediator yang harus menjaga sikap dihadapan 
para pihak. Contohnya seperti sopan santun, ramah, senyum, dan lain 
sebagainya sesuai norma-norma negara, ilmu, agama dan masyarakat 
pada umumnya. 
i. Asas keahlian, keahlian mediator dalam mengemas suatu proses 
layanan mediasi perlu diperhatikan. Pengadilan Agama Jember 
memiliki empat mediator namun peneliti hanya bertemu dengan tiga 
mediator yakni Akhmad Marjuki, M. Munir Achmad, dan Agus 
Widodo. 
Strategi Unik Mediator 
Mediator di Pengadilan Agama Jember ada empat orang, namun 
peneliti hanya betemu dengan tiga orang mediator. 
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1. Akhmad Marjuki sebagai mediator 
Strategi yang digunakan adalah menggunakan permen, 
permen diharapkan mampu memberi stimulus agar para pihak 
merasa santai. Setelah dirasa para pihak sudah mulai merasa santai 
dimulailah proses mediasi perceraian. Srategi lain yang dimiliki 
Akhmad Marjuki yakni membuat proses mediasi menarik yaitu 
memposisikan dirinya sebagai sahabat para pihak. Upaya ini 




2. M. Munir Achmad sebagai mediator 
Strategi yang dimiliki yakni menjemput bola, maksudnya 
yakni berkas data perkara yang masuk ke ruang mediasi dibaca 
terlebih dahulu sebelum mediasi dimulai. Sehingga mediator faham 
tentang permasalahan yang diajukan oleh penggugat. Stragtegi 
unik yang dimiliki oleh M. Munir Achmad yaitu taat pada 
peraturan adalah hal yang terpenting dalam melakukan proses 
mediasi. Penjelasan tentang pengertian mediasi, tujuan mediasi, 
manfaat mediasi, dan lain sebagainya menjadi acuan keberhasilan 





                                                          
100
 Metode Proses Mediasi Perceraian Bapak Akhmad Marjuki, Observasi, Jember, 12 Agustus 
2019.   
101







3. Agus Widodo sebagai mediator 
Cara unik yakni mediasi sebagai penekanan-penekanan 
perumpamaan. Seperti Bapak dan Ibu melanjutkan perceraian 
maka berdampak pada anak. Psikologis anak akan terganggu jika 
Bapak dan Ibu bercerai tidak ada komunikasi lagi.  
Setiap mediator memiliki caranya sendiri untuk membantu 
menemukan permasalahan yang dialami oleh para pihak.
102
 
b. Asas alih tangan kasus dalam konseling yakni jika konselor tidak 
mampu menangani kasus yang dialami oleh konseli maka akan 
dialihkan kepada konselor lain. Berbeda halnya dengan proses mediasi, 
jika tidak menemukan kesepakan maka mediasi berakhir dan tertulis 
pada surat keputusan bahwa tidak adanya kesepakatan pada proses 
mediasi. 
c. Asas tutwuri handayani menujuk kepada suasana umum yang tercipta. 
Asas ini menuntut layanan mediasi perceraian dapat bermanfaat pada 
kehidupan para pihak. Penerapan ini dilakukan pada proses mediasi 
perceraian di Pengadilan Agama Jember untuk memberi pandangan-
pandangan kehidupan para pihak agar menjadi lebih baik. Contohnya: 
anak adalah tanggung jawab bersama, sehingga mewajibkan bagi 
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C. Pembahasan Temuan 
Sebagaimana penyajian data sebelumnya yang membahas konseling 
keluarga adalah sebuah layanan yang subjeknya adalah keluarga (suami, istri, 
dan anak). Konseling keluarga memiliki tujuan sebagai pemberian bantuan kepada 
keluarga untuk menyelesaikan suatu permasalahannya. Sedangkan konseling 
perkawinan subjeknya hanya suami dan istri, tujuannya yakni membantu 
menemukan inti permasalahan dari pasangan suami dan istri.  
Perbedaan yang dimiliki kedua konseling tersebut terletak pada umum 
dan khusus. Konseling keluarga bersifat umum yang membahas permasalahan 
tentang keluarga, sedangkan konseling perkawinan hanya membahas tentang 
perkawinan saja. 
1. Pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Jember 
Terjadinya proses mediasi pasti tidak lepas dari masalah yang 
dialami oleh para pihak. Tahapan mediasi dibagi menjadi tiga yakni pra 
mediasi yang mengatur administrasi mediasi perceraian. dimulai dari 
pengajuan perkara, persidangan hingga pada tahap pemilihan mediator dan 
menentukan jadwal mediasi. Proses mediasi adalah tahapan kedua dari 
rangkaian proses mediasi perceraian. proses mediasi meliputi berbagai 
aspek, diantaranya yaitu para pihak menyerahkan resume masalahnya 
kepada mediator untuk dipelajari dan difahami. Selanjutnya tahapan ketiga 
yakni akhir mediasi yang menjadi tujuan utama hasil dari mediasi. Hasil 
dari mediasi dikategorikan menjadi tiga, mediasi bisa berhasil jika kedua 






gagal jika para pihak tidak menemukan kesepakatan dari segi hasil mediasi 
dan waktu yang telah ditentukan yakni 30 hari.  
Proses mediasi yang dipimpin oleh setiap mediator memiliki ciri 
khas berbeda beda. Akhmad Marjuki memiliki karakter terbuka dan 
ramah, M Munir Achmad memiliki karakter yang kaku dan sesuai 
mentaati peraturan yang ditetapkan, dan Agus Widodo memiliki karakter 
pemomong yang baik. Ketiga mediator ini memiliki caranya masing 
masing dalam melakukan layanan konseling dalam mediasi perceraian. 
Ketiga mediator memiliki caranya masing-masing dalam memediasi 
para pihak. Namun pada intinya memiliki tujuan sama untuk membantu 
para pihak berdamai. Mediator hanya membantu mengarahkan para pihak 
untuk menyelesaikan masalahnya, bukan untuk mewajibkan mereka 
berdamai. Mengarahkan para pihak menentukan pilihannya masing-
masing tanpa memprovokasi adalah tujuan mediator. Para pihak itu unik, 
mereka dapat menentukan tujuan mereka masing-masing. Pandangan ini 
sama halnya dengan teori Humanistik yang dipelopori oleh Abraham 
Maslow. Mereka menganggap manusia itu unik dan mampu 
menyelesaiakan persoalannya masing-masing.  
Humanisik memandang manusia memiliki potensi untuk 







Jadi bisa disimpulkan bahwa teori Humanistik yang dipelopori oleh 
Abraham Maslow cocok dengan pelaksanaan mediasi perceraian yang ada 
di Pengadilan Agama Jember.  
2. Efektifitas Layanan Konseling dalam Mediasi di Pengadilan Agama 
Jember 
Mediasi perceraian di Pengadilan Agama Jember menggunakan teori 
humanistik dalam pelaksanaanya. Mediator sebagai yang mengarahkan 
dan mempertemukan pendapat kedua belah pihak. Namun keputusan 
dipilih oleh para pihak. Para pihak diberi wewenang untuk menentukan 
pilihannya masing-masing. Pilihan mereka ada dua yakni berdamai atau 
cerai, disini peran mediasi dilakukan. Banyak para pihak yang melakukan 
proses mediasi bukan untuk berdamai, melainkan untuk melaksanakan 
rangkaian prosedur perceraian. Sehingga membuat layanan konseling 
dalam proses mediasi perceraian kurang efektif.  
Efektifitas layanan konseling dalam proses mediasi tidak menekan 
para pihak untuk rujuk kembali. Melainkan mediasi disini hanya sebagai 
upaya pencegahan untuk bercerai. 
a. Respon para pihak dalam melihat proses mediasi di Pengadilan Agama 
Jember 
Pemfokusan terkait respon para pihak yang bersengketa terhadap 
proses mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Jember, dalam 
penelitian ini maka pembahasannya dibagi sesuai dengan kajian teori 






Sebagaimana hasil wawancara penelitian yang telah dipaparkan 
pada bab sebelumnya bahwa semua perkara yang masuk di Pengadilan 
Agama Jember disarankan mengikuti proses mediasi. Karena jika  
mediasi dilakukan maka sangat menguntungkan bagi pihak yang 
bersengketa. Namun para pihak mengikuti proses mediasi hanya niatan 
untuk mendapatkan syarat melakukan perceraian, hingga mediasi 
dilakukan bukan karena ada keinginan rujuk kembali. 
b. Pandangan staff pengadilan terhadap mediasi perceraian di Pengadilan 
Agama Jember 
Sebagaimana dalam penyajian data sebelumnya, staf Pengadilan 
Agama Jember memandang bahwa proses mediasi sangat diperlukan 
dalam membantu menyelesaikan perkara. Jika penyelesaian perkara 
yang ditempuh oleh proses mediasi berhasil maka akan sangat 
menguntungkan. Karena dapat mengambil jalan tengah yang akan 
dipilih oleh kedua belah pihak.  
Mengingat bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah 
peratuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentan prosedur 
Mediasi dan termasuk juga Pengadilan Agama Jember yang berguna 
untuk mengurangi jumlah perkara yang terjadi di Kabupaten Jember. 
Berdasarkan data yang telah dipeorleh, peneliti menemukan 
berbagai hambatan yang terjadi dalam proses mediasi perceraian. 
hambatan yang terjadi pada proses mediasi yakni dilihat dari pengetahuan, 






proses mediasi. Hambatan lain juga terjadi pada para pihak yakni jika 
salah satu pihak tidak menghadiri proses mediasi perceraian maka 
dianggap gagal. Namun, jika diwakilkan oleh kuasa hokum bisa dikatakan 
berhasil namun tidak efektif. 
Pada hasil observasi peneliti menemukan permasalahan yang 
sering muncul dan diceritakan pada proses mediasi yakni masalah 
ekonomi, komunikasi yang lemah, dan adanya perselengkuhan yang 
terjadi dalam hubungan suami istri.  
Berbicara mengenai efektifitas layanan konseling dalam proses 
mediasi perceraian di Pengadilan Agama Jember sangat perlu 
diperhatikan. Sebab dari keefektifan tersebut menjadi acuan atau 
pendorang  keberhasilan pelaksanaan mediasi perceraian. Keberhasilan 
dibidang mediasi dalam mencegah perceraian yang ada di Kabupaten 
Jember bukan  hanya pelaksanaannya saja. Namun, juga dilihat dari 
efektifitas mediatornya.  
Penjelasan mengenai proses mediasi perceraian sudah tertera dalam 
PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Berbicara tentang efektifitas mediasi di 
Pengadilan Agama Jember dilihat dari datangnya kedua belah pihak 
kedalam proses mediasi perceraian. Syarat wajib melakukan mediasi 
adalah datangnya kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah 
bersama mediator. Jika salah satu pihak tidak hadir tanpa diwakili oleh 
kuasa hukum maka proses mediasi tidak berjalan dengan efektif dan tidak 






Mediasi di Pengadilan Agama Jember sangat jarang mencapai kata 
berhasil. Bukan karena mediator yang kurang professional, namun karena 
tekad yang kuat dari para pihak untuk melaksanakan perceraian. Mereka 
beranggapan bahwa perceraian adalah jalan yang baik untuk 
kehidupannya. 
3. Asas Konseling dan Kode Etik Mediator 
Hasil penelitian dapat dikatakan bahwa hubungan antara asas 
konseling dan kode etik mediator saling beruhubungan. Asas konseling 
mengatur kede etik dalam proses layanan konseling, begitu juga kode etik 
mediator mengatur proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama 
Jember. 
Korelasi 12 asas konseling dan kode etik mediator hampir sama, 
namun letak perbedaannya pada asas alih tangan kasus. Mediasi perceraian 
tidak ada alih tangan kasus pada prosesnya. Jika proses mediasi tidak bisa 
diteruskan, maka akan diberhentikan dan diberi surat yang harus ditanda 
tangani oleh para pihak. Adapun isi surat tersebut mengatakan bahwa para 
pihak tidak menemukan kesepakatan dalam proses mediasi perceraian. 
Setiap orang memiliki caranya masing-masing dalam membantu 
menyelesaikan permasalahan para pihak. Begitu juga para mediator yang 
memiliki caranya sendiri dalam mengemas proses mediasi perceraian di 







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Konseling keluarga adalah sebuah layanan yang subjeknya adalah 
keluarga (suami, istri, dan anak). Konseling keluarga memiliki tujuan sebagai 
pemberian bantuan kepada keluarga untuk menyelesaikan suatu permasalahannya. 
Sedangkan konseling perkawinan subjeknya hanya suami dan istri, tujuannya 
yakni membantu menemukan inti permasalahan dari pasangan suami dan istri. 
Perbedaan yang dimiliki kedua konseling tersebut terletak pada umum 
dan khusus. Konseling keluarga bersifat umum yang membahas permasalahan 
tentang keluarga, sedangkan konseling perkawinan hanya membahas tentang 
perkawinan saja. 
Sesuai dengan fokus penelitian dapat disimpulkan bahwa: 
1. Layanan Konseling dalam Proses Mediasi Perceraian di Pengadilan 
Agama Jember diperoleh hasil proses mediasi perceraian ditentukan oleh 
para pihak untuk damai atau melanjutkan perceraian. Mediator sebagai 
fasilitator dalam proses mediasi perceraian tidak punya hak untuk 
memutuskan hasil dari mediasi. 
Pelaksanaan layanan konseling dalam proses mediasi perceraian di 
Pengadilan Agama Jember memiliki tiga tahapan, yakni 
a. Pra Mediasi 






c. Akhir Mediasi 
Ketiga proses diatas merupakan tahapan yang harus dijalani oleh 
para pihak. Jika salah satu tahapan tidak diikuti, maka bias membatalkan 
proses mediasi perceraian. 
2. Mediasi perceraian di Pengadilan Agama Jember menjadi salah satu 
alternatif perdamaian. Pemberian bantuan agar inti dari sebuah 
permasalahan dapat ditemukan ada pada proses mediasi. Namun faktanya, 
proses mediasi tidak mampu mendamaikan keseluruhan kasus perceraian 
yang ada di Kabupaten Jember. Mediasi hanya memfasilitasi dan 
memberikan surat bahwa para pihak telah memiliki kesepatan berdamai. 
Asas konseling dan kode etik mediator saling berhubungan. Sebelas asas 
konseling cocok dengan proses mediasi perceraian. Namun asas alih 
tangan kasus tidak berhubungan dengan proses mediasi perceraian. 
Kehalian yang dimiliki setiap mediator berbeda-beda, disitulah yang 




1. Pengadilan Agama Jember 
Melihat kondisi layanan konseling dalam proses mediasi perceraian, 
sebaiknya mediasi para pihak benar-benar dimaksimalkan. Karena tingkat 
perceraian di Kabupaten Jember sangat tinggi, untuk itu memaksimalkan 




2. Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam dan Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini hanya membahas pelaksanaan dan efektifitas layanan 
konseling dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Jember. 
Kekurangannya adalah tidak menjelaskan tentang metode yang digunakan 
oleh mediator dalam proses mediasi perceraian. Sehingga diharapkan bagi 
mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam maupun peneliti selanjutnya 
dapat menjelaskan bagaimana metode yang digunakan oleh mediator 
dalam proses mediasi perceraian.  
3. Prodi Bimbingan dan Konseling Islam dan Pengelola Kurikulum 
Minimnya ketersediaan refrensi yang membahas tentang mediasi 
perceraian sangat diperlukan untuk menunjang kemampuan mahasiswa 
Bimbingan dan Konseling Islam. Sehingga adanya penelitian ini untuk 
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3. Faktor Usia 













a. Bagaimana tanggapan anda tentang adanya mediasi di Pengadilan 
Agama Jember? 
b. Bagaimana tanggapan anda mengenai proses mediasi di Pengadilan 
Agama Jember? 
c. Bagaimana pandangan anda tentang mediator yang memimpin proses 
mediasi? 
d. Apa yang anda peroleh dalam melakukan mediasi di Pengadilan 
Agama Jember? 
e. Apa yang anda rasakan setelah melakukan proses mediasi di 
Pengadilan Agama Jember? 
 
2. Istri 
a. Bagaimana tanggapan anda tentang adanya mediasi di Pengadilan 
Agama Jember? 
b. Bagaimana tanggapan anda mengenai proses mediasi di Pengadilan 
Agama Jember? 
c. Bagaimana pandangan anda tentang mediator yang memimpin proses 
mediasi? 
d. Apa yang anda peroleh dalam melakukan mediasi di Pengadilan 
Agama Jember? 
e. Apa yang anda rasakan setelah melakukan proses mediasi di 
Pengadilan Agama Jember? 
 
3. Mediator (Pemandu Proses Mediasi) 
a. Apa saja latar belakang pasangan suami istri yang ingin bercerai? 
b. Apa saja kode etik seorang mediator? 
c. Bagaimana tahap-tahap proses mediasi di Pengadilan Agama Jember? 
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
d. Bagaimana cara mediator meyakinkan pasangan suami istri agar tidak 
bercerai? 
e. Apa kendala-kendala yang dialami saat proses mediasi? 
f. Bagaimana tolak ukur keberhasilan proses mediasi? 
g. Bagaimana efektifitas layanan konseling dalam proses mediasi 
perceraian di Pengadilan Agama Jember? 
 
4. Staf yang berkaitan dengan proses mediasi Berapa jumlah mediator yang 
berada di Pengadilan Agama Jember? 
a. Apakah mediator memiliki sertifikasi profesional? 
b. Berapa jumlah pasangan suami istri yang telah berhasil di mediasi? 
 
5. Staf Pengadilan Agama 
a. Bagaimana sejarah Pengadilan Agama Jember? 
b. Apa Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember? 
c. Bagaimana sejarah berdirinya mediasi di Pengadilan Agama Jember? 
d. Bagaimana efektifitas layanan konseling dalam proses mediasi 
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